BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.431, 2017 KEMEN-ATR/BPN. SP Kementerian ATR/BPN.

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR PELAYANAN
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai standar pelayanan dan
pengaturan di bidang pertanahan untuk tingkat daerah
provinsi dan daerah kabupaten/kota, telah diatur dalam
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1
Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan
Pertanahan;

b. bahwa untuk memberikan kepastian dan keseragaman
pelayanan masyarakat di Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional, perlu menyusun
pedoman/acuan pelayanan;

c. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang  Pelayanan  Publik, dan
menyesuaikan  Peraturan  Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan,

pedoman/acuan pelayanan sebagaimana dimaksud
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Mengingat

dalam huruf b, perlu dibuat dalam bentuk Standar
Pelayanan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Standar
Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun
1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan
Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2
Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian
Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 440);



Menetapkan
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Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG
STANDAR PELAYANAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 1

Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut SP
Kementerian ATR/BPN merupakan pedoman
penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudabh,
terjangkau, dan terukur.

Tujuan penetapan SP Kementerian ATR/BPN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk
mewujudkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan, dan peningkatan kualitas pelayanan

kepada masyarakat.

Pasal 2
SP Kementerian ATR/BPN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, meliputi:
a. persyaratan;
b. prosedur;
c. jangka waktu pelayanan;
d. biaya/tarif;
e. produk pelayanan; dan
f.  penanganan pengaduan, saran dan masukan.
SP Kementerian ATR/BPN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan pelayanan pada masing-masing Unit

Teknis Eselon I.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pasal 3
Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) huruf a merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh
pemohon dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik
persyaratan  teknis maupun  administratif, agar
permohonannya dapat diproses lebih lanjut.
Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
berupa fotokopi harus dilegalisir oleh pejabat yang
berwenang atau pejabat di Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan.
Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak lengkap, petugas dapat memberitahukan kepada
Pemohon untuk melengkapi berkas permohonan sesuai
dengan jangka waktu yang ditentukan.
Dalam hal pemohon belum melengkapi berkas
permohonan dalam jangka waktu yang ditentukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), petugas dapat

mengembalikan berkas permohonan.

Pasal 4
Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf b, merupakan informasi alur pelayanan bagi
pemohon.
Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
atas:
a. Standar Pelayanan Pengesahan Menteri;

b. Standar Pelayanan Pengesahan Direktur Jenderal;

o

Standar Pelayanan Pengesahan Direktur Teknis;

Standar Pelayanan Pengesahan Kepala

Subdirektorat Teknis; dan

e. Standar Pelayanan Tertentu, meliputi:

1) Penyediaan informasi pertanahan dan tata
ruang;

2) Pendaftaran wujian Surveyor Berlisensi dan
PPAT;

3) Pelaksanaan ujian Surveyor Berlisensi dan

PPAT;



(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)
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4) Pengangkatan Surveyor Berlisensi dan PPAT;
dan
5) Perkara di Pengadilan dan Hukum Acara
Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menyesuaikan dengan pelayanan pada masing-masing

Unit Teknis Eselon I.

Pasal 5

Jangka waktu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) huruf c, merupakan waktu yang

diperlukan untuk menyelesaikan proses pelayanan dari

setiap jenis pelayanan pertanahan.

Jangka waktu pelayanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terhitung sejak penerimaan berkas lengkap dan

telah lunas pembayaran biaya/tarif yang ditetapkan.

Jangka waktu pelayanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak termasuk:

a. tenggang waktu pemenuhan kewajiban pembayaran
biaya/tarif yang ditetapkan;

b. waktu yang diperlukan untuk  melengkapi
kekurangan berkas;

c. waktu yang diperlukan untuk mengirimkan
berkas/dokumen dari Kantor Pertanahan ke Kantor
Wilayah ~ Badan Pertanahan Nasional dan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional, atau sebaliknya;

d. waktu yang diperlukan untuk memperoleh
persyaratan dari instansi lain; dan/atau

e. waktu yang diperlukan dalam rangka koordinasi
dengan instansi lain.

Untuk pelaksanaan pelayanan lebih dari satu jenis

pelayanan, jangka waktu yaitu penjumlahan secara

kumulatif waktu yang diperlukan untuk masing-masing
jenis pelayanan.

Jangka waktu pelayanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak berlaku bagi permohonan pelayanan

pertanahan yang di dalam prosesnya diketahui terdapat
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(6)

(1)

(2)

sengketa, konflik, perkara, atau masalah hukum lainnya,
dan berkasnya dapat dikembalikan kepada pemohon.

Proses penyelesaian layanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) diselesaikan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Biaya/tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf d, merupakan biaya/tarif yang dikenakan kepada
pemohon dalam mengurus dan/atau memperoleh
pelayanan.

Besaran biaya/tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan
negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 7

Produk pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) huruf e, merupakan hasil pelayanan pertanahan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 8
Penanganan pengaduan, saran dan masukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f
merupakan manajemen penanganan pengaduan, yang
dilakukan  sesuai dengan  ketentuan = peraturan
perundang-undangan.
Pengaduan, saran dan masukan disampaikan secara
lisan maupun tulisan melalui layanan pengaduan
ATR/BPN.
Pengaduan, saran dan masukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditindaklanjuti dalam jangka waktu 14
(empat belas) hari kerja.
Dalam hal penyelesaian atas pengaduan, saran dan
masukan membutuhkan waktu lebih dari 14 (empat

belas) hari kerja, unit kerja terkait wajib memberikan
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tanggapan atau jawaban terhadap pengaduan yang

disampaikan.

Pasal 9
Unit teknis Eselon II melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan
kepada biro yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang
perencanaan dan kerjasama setiap bulan pada minggu
pertama bulan berikutnya untuk disampaikan kepada

Menteri.

Pasal 10
(1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SP Kementerian
ATR/BPN dilaksanakan secara regular setiap 6 (enam)
bulan sekali oleh Tim Monitoring dan Evaluasi.
(2) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 11
Daftar Pelayanan, SP Kementerian ATR/BPN, Bagan Alir
Standar Pelayanan tercantum dalam Lampiran [ sampai
dengan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12
Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, permohonan
pelayanan yang telah diterima lengkap di Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 13
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, ketentuan standar
pelayanan pertanahan dalam Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan

Menteri ini.
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Pasal 14
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2017

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



LAMPIRAN 1

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PELAYANAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN
TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DAFTAR PELAYANAN

KODE SP

UNIT
TEKNIS

JENIS PELAYANAN

DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG

LA

PELAYANAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANS| DALAM RANGEA
PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
TATA  RUANG  PROVINSI DAN RENCANA TATA  RUANG
KABUPATEN/KOTA, BESERTA RENCANA RINCINYA {(PEMERINTAH
DABRAH)

PENYEDIAAN INFORMASI TATA RUANG

II

DIREKTORAT JENDERAL INFRASTRUKTUR KEAGRARIAAN

PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL

PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL (PELIMPAHAN KEPADA
KANTOR WILAYAH BPN)

PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL (PUSAT)

PENGUKURAN UNTUK MENGETAHUI LUAS

PELAYANAN DATA CORS PAKET DATA HARIAN

PELAYANAN DATA CORS PAKET DATA BULANAN

PELAYANAN DATA CORS PAKET DATA TAHUNAN

PEMETAAN TE MATIK KAWASAN 1:25,000

PEMETAAN TEMATIK KAWASAN 1:10.000

PENDAFTARAN UJIAN SURVEYOR BERLISENSI

PELAKSANAAN UJIAN SURVEYOR BERLISENSI

PENGANGKATAN SURVEYOR BERLISENSI

PENDAFTARAN KANTOR JASA SURVEYOR BERLISENSI (KJSB)

PELAYANAN INFORMASI TITIK KOORDINAT

PETA SAMPA] DENGAN SKALA 1:5.000 (MINIMAL 25 HEKTAR)

111

DIREKTORAT JENDERAL HUBUNGAN HUKUM KEAGRARIAAN

1ILA

PERMOHONAN SK PEMBERIAN HGU, HGB, HP, HM (BADAN HUKUM)

LA L

PEMBERIAN HGU (BADAN HUKUM)

NLA.2

PEMBERIAN HGB/HP/IM (BADAN HURUM)

I1.A.8

PEMBERIAN HGB/HP/HM (PERORANGAN]

LB

PERMOLONAN SK PERPANJANGAN JANGEA WAKTU/PEMBAHARUAN
HGU, HGB, HP (BADAN HUKUM)

n.B. I

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU/PEMBAHARUAN HGU (BADAN
HUKUM)

11.B.2

FERPANJANGAN JANGKA WAKTU/PEMBAHARIJAN HGB/HP

1r.C

PERMOHONAN SK PSMB/FRKS

nLG: 1

1ZIN PEMBELIAN RUMAM/BANGUNAN OBJEK P3MBjPRK.5
(PERORANGAN/TNSTANSI PEMERINTAH]

m,.C.2

KEPUTUSAN PENJUALAN RUMAHO/BANGUNAN DAN PEMBERIAN
HAK ATAS TANAH OBJBE P3MB/PRK.5 (PERORANGAN/INSTANSI
PEMERINTAH)

1IL.D

IZIN PERALIHAN HGU, HGB (BADAN HUKUM]

HLE

[ZIN PELEPASAN SEBAGIAN HGU, HGB. (BADAN HUKUM)

HL.e

[ZIN PERUBAHAN PEMANFAATAN/KOMODITAS

[ZIN FERUBAHAN PENGGUNAAN

nrH

SK PENUNJUKAN BADAN HUKUM TERTENTU (KEAGAMAAN, SOSIAL)
UNTUK MEMPEROLEH HAK MILIK

0.1

PENDAFTARAN UJIAN PPAT

1.J

PELAKSANAAN UJIAN PPAT

LI

PENINGEATAN KUALITAS PPAT

www.peraturan.go.id
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-10-
I0.L PEMBERIAN CUTI PPAT (DIATAS 6 BULAN]
LM PEMBERHENTIAN SEMENTARA PPAT
1IN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PPAT
Lo PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT PPAT
I1.P SALINAN SK PENGANGKATAN PPAT
.0 PERUBAHAN DATA PPAT
1ILR PERPANJANGAN MASA JABATAN PPAT
LS PENGANGEATAN PERTAMA KALI PPAT
T PENGANGEATAN KEMBALI PPAT
v DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN AGRARIA
IV.A PETA ANALISIS PENATAGUNAAN TANAH HITAM PUTIH.
TV.B PETA ANALISIS PENATAGUNAAN TANAH KERTAS BERWARNA.
V.C DIGITAL DALAM FORMAT MULTIMEDIA SKALA <1 : 10.000.
V.D DIGITAL DALAM FORMAT MULTIMEDIA SKALA 1 ; 10.000 - 1 ; 50.000
IV.E DIGITAL DALAM FORMAT MULTIMEDIA SKALA 1 : 50.000 - 1 : 100.000
TV.F DIGITAL DALAM FORMAT MULTIMEDIA SKALA > 1 : 100.000.
V.G PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN
TANAM ABSENTER
V.I PEMBAYARAN GANT] KERUGIAN TANAH PARTIKELIR
A PENGELUARAN TANAH DARI OBYEK LANDREFORM PADA LOKASI TOL
YANG BELUM PERNAH DIREDISTRIBUSIEAN
v DIREKTORAT JENDERAL PENGADAAN TANAH.
V.A PERMOHONAN SK HGU, HGB, HP (BUMN] DAN HPL (INSTANSI
PEMERINTAH)
V.B PERMOHONAN SK PERPANJANGAN/PEMBAHARUAN HGU, HGB, HP
(BUMN]
V.G 1ZIN PERALIHAN HGU, HGB (BUMN)
V.D PEMETAAN ZONA NILAI TANAH BERBASIS BIDANG SKALA | : 5000
V.E PEMETAAN ZONA NILAI TANAH DAN ZONA NILAl EKONOMI KAWASAN
SKALA 1:10.000
V.F PEMETAAN ZONA NILAL TANAH DAN ZONA NILAI EKONOMI KAWASAN
SKALA 1:25.000
V.G NILAI TANAH ATAU NILAI ASET PROPERTI
V.H ZONASI NILAl TANAH (MINIMUM 50 HEKTAR)
V.1 NILAI EKONOMI RAWASAN (MINIMUM 50 HEKTAR)
V.J NILAI ASET KAWASAN (MINIMUM 50 HEKTAR)
V.K PENDAFTARAN PENILAI TANAT
VI DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN
PENGUASAAN TANAH
VLA REKOMENDASI PEMBERIAN [ZIN PEMANFAATAN RUANG DALAM

RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (RTR KSN)
(PEMERINTAH DAERAH)

VIl DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN MASALAH AGRARIA, PERTANAHAN
DAN PEMANFATAN RUANG.
VILA PEMBATALAN HAK ATAS TANAH
VILA. 1 PEMBATALAN HAK ATAS TANAH KARENA CACAT ADMINISTRASI/
KESALAHAN PROSEDUR
VIL.A.2 PEMBATALAN HAK ATAS TANAH SEBAGA]I TINDAK LANJUT
PUUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPUNYAl KERKUATAN HURKUM
TETAP
VILB PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TANAH TERLANTAR
VIL.C GELAR/PAPARAN RKASUS
VILD PENANGANAN PENGADUAN PERTANAHAN
VILD, 1 PENANGANAN PENYELESAIAN SENGKETA DAN KONFLIK TANAH
DAN RUANG
VILD.2 PENANGANAN PERKARA TANAH DAN RUANG (PENERBITAN SURAT
KUASA)
vIl.D.3 PENANGANAN PERKARA TANAH DAN RUANG (BERACARA DI
PENGADILAN)
VILE MEDIASI KASUS PERTANAHAN

www.peraturan.go.id
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LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERIT AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PELAYANAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN
TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

STANDAR PELAYANAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KODE SF: LA
PELAYANAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM RANGKA PENETAPAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG PROVINSI
DAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA, BESERTA RENCANA RINCINYA
(PEMERINTAH DAERAH)

1. | Persyaratan | 1. Surat Permohonan Persetujuan Substanst dari Kepala Daeral
kepada Menteri ATR/Kepala BFN

2. Surat Keputusan DPRD Provuasi/Kabupaten/Kota terkait
Program Legislasi Daeral

3, Rancangan Peraturan Daerah dalam format softcopy dan
hardecopy

4.  Materi Teknis yang terdiri atas Renecana dan Fakta Analisis
dalam format softcopy dan hardeopy

5, Album Peta dalam format .shp vang terdiri atas peta dasar.
peta tematik, dan peta rencana

6. Naskah akademis dalam fermat soffcopy dan hardcopy

7. Tabel Evaluasl Kesesuaian Materi Teknis Rancangan Perda
tentang RTR

8. Berita Acara Konsultasi Publik mirnimal 2 (dua) kali

9. Berita Acara Wilayalh Perbatasan (batas admifnistrasi
provinsi/kabupaten /kota)

10. Berita Acara Konsultasi BIG yang menyatakan peta rencana
tata ruang dapat dilanjutkan dalam proses persetujuan
substansi

11, Dokumen KLHS yang sudah divalidasi sesual dengan
peraturan perundang-undangan

12. Surat Kelayakan dari Direktur Pembinaan Perencanaan Tata
Ruangdan Pemanfaatan Ruang Daerali

2. | Prosedur*) i | & penerimaan dan pencatatan berkas 2 hari kerja
permehenan

b: penylapan dan distribust berkas permohonan 1 hari kerja

¢. pemeriksaan, penelitian, analisa. penyiapan L5 hari kerja

bahan  pendukung. pengolahan  data,
administrasi teknis, penyiapan konsep
produk pelayanan dan nota dinas

d. verifikasi dan persetujuan konsep produk 3 hari kerja
pelayanan dan nota dinas
e, penyiapan dan pemeriksaan final konsep 7 hari kerja
produk pelayanan
[,  penyelesaian produk pelayanan 13 hari kerja
g pencatatan produk pelayanan 1 hari kerja
b penyerahan  den pengiriman  produk 4 hari kerja
pelayanan
3, | Jangka waktu | ¢ | 46 hari kerja
pelayanan
4, | Biaya/Tarif v =
5, | Produk pelayanan i | Surat Persetujuan Substansi Menteri ATR/Kepala BPN
6. | Penanganan : | Pengaduan ‘disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui
pengaduan, saran dan layanan pengaduan ATR/BPN
masukan

1 Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Menteri

www.peraturan.go.id
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-12-

KUDE SP: LB

PENYEDIAAN INFORMASI TATA RUANG

can masukari

1. | Persyaratan L. Potokopl identitas pemoelion (KTP ataua Pasper) dan
menunjukkan aslinya kepada petugas
2. Mengisi formulir permohenan informasi tata ruang yang
berisi:
a. keterangan diri pemelion
b. tujuan permolionan informasi tata ruang
e, tanda tangan pemohon
2, | Prosedur # 4, penerimaan  dan  pencatatan  berkag | 1 har kerja
permohonan
b. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan
bahan  pendukung, pengolahan data,
administrasi teknis, penyiapan konsep
produk pelayanan
¢ pencatatan produk pelayvanan 1 hari kerja
d. penyerahian dan  pengiriman  produk
pelayanan
3. | Jangka walkdtu 2 hari kerja
pelayanan
4. | Biaya/Tarif =
5. | Produk pelayanan Dokumen informasi dalam bentuk softeopy atau hardeopy
6, | Penanganan Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalni
pengaduan, sarar layanan pengaduan ATR/BPN

¥) Sesuan dengan Standar Pelayanan Tertentu untuk penyediaan infarmagi perfanahan dan

tata ruang

www.peraturan.go.id
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KODE SP; ILA:1
PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL
(PELIMPAHAN KEPADA KANTOR WILAYAH BPN)

1. | Persyaratan ¢ | 1. Permulir permohonan bermeterai cukup

2. Potokapi KTP pemohon; atau Fotokopi KTP dan surat
kunasa, apabila dikuasakan

3. Tatokopi akta pendirian  badan  hukum  beserta
perubaliannya (apabila ada perubahan), pengesahan
badan hukum/persetujuan perubahan dari pejabat yang
berwenang dan tanda daftar perusaliaan

4. Dokumen perolehan lahan

S. Izin dari instansi terkait, vang memuat: izin lokasi,
pelepasan kawasan hutan bagi areal yang berasal/terletak
di kawasan hutan; dan izin usalia perkebunan

6. Surat pernyataan tidak sengketa; telali memasang tanda
batas; dan catatan permasalahan (jika ada)

7.  Surat pengantar dari Kantor Wilayah BPN

2. | Prosedur *) . | &, penerimaan dan  pencatatan  berkas 1 hari kerjs
permohonsn

b: penyiapan dan distribusi berkas 1 hari ketja
permohonan

¢ pemeriksaan, penelitian; analisa; 7 hari kerja

penyiapan bahan pendukung, pengelahan
data, administrasi teknis, penywapan
konsep produk pelayanan dan nota dinas
d. pemnyiapan, pemeriksaan, verifikasi dan 2 hari kerja
persetujuan konsep produk pelayanan dan

nota dinas
e. penyelesaian produk pelayanan 2 hari kerja
[.  pencatatan produk pelavanan 1 hari kerja
g, penyeralian dan pengiriman  produk 1 har kerja
pelayanarn
3. | Jangka waktu | ¢ | 15 hari kerja
pelayanan
4. | Biaya/Tarif . | Sesuail ketenbuan PP tentang Jenis dan Taril Atas Jenis PNBP
vang berlaku pada Kementerian ATR/BPN
5, | Produk pelayanan : | Surat pelimipahan Pekerjaaan
&, | Penanganan : | Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui
pengaduan, ‘saran layanan pengaduan ATR/BPN

dan masukan

) Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Direktur-Jenderal

www.peraturan.go.id
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KODE SP: ILA.2

PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL

dan masukan

(PUSAT)
1. | Persyaratan L. Permulir permohonan bermeterai cukup
2. Potokapi KTP pemohon; atau Fotokopi KTP dan surat
knass, apabila dikuasakan
3. Tatokopi akta pendirian  badan  hukum beserta
perubaliannya (apabila ada perubahan), pengesahan
badan hukum/persetujuan perubahan dari pejabat yang
berwenang dan tanda daftar perusaliaan
4. Dokumen perolehan lahan
8. Izin dari instansi terkait, yang memuat: iz lokasi;
pelepasan kawasan hutan bagi areal yang berasal/terletak
di kawasan hutan; dan izin usalia perkebunan
6. Surat pernyataan tidak sengketa; telali memasang tanda
lratay, dan catatan permasalahan (jika ada)
7. Surat pengantar dari Kantor Wilayah BPN
2. | Prosedur *) a, penerimaan dan  pencatatan  berkas 2 hari kerja
permohonsn
b: penyiapan dan distribusi berkas 2 hari ketja
permohonan
¢ pemeriksaan, penelitian; analisa; | 40 hari kerja
penyiapan bahan pendukung, pengelahan
data, administrasi teknis, penywapan
konsep produk pelayanan dan nota dinas
d. pemnyiapan, pemeriksaan, verifikasi dan 2 hari kerja
persetujuan konsep produk pelayanan dan
nota dinas
e. penyelesaian produk pelayanan 2 hari kerja
[.  pencatatan produk pelavanan 1 hari kerja
g, penyeralian dan pengiriman  produk 1 har kerja
pelayanarn
3. | Jangka waktu 30 hari kerja
pelayanan
4. | Biaya/Tarif Sesuai ketenbuan PP tentang Jenis dan Taril Atas Jenis PNBP
vang berlaku pada Kementerian ATR/BPN
5, | Produk pelayanan Peta Bidang Tariah
&, | Penanganarn, Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui
pengaduan, ‘saran layanan pengaduan ATR/BPN

) Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Kepala Subdirektorat Teknis

www.peraturan.go.id
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KODE SP: ILB

PENGUKURAN UNTUK MENGETAHUI LUAS

1. | Persyaratan

—

Formulir permohonan bermeterai cukup

2. TPotokepi KTP pemoheon: atau Fotokepi KTP dan surat
kuasa, apabila dikuasakan

3. Totokepi akta pendirian badan hukum  beserta
perubaliannya  (apabila ada perubahan), peagesahan
badan hukum/persetujuan perubahan dari pejabat yang
berwenang dan tanda daftar perusahaan

4. Dokumen perolehan lahan

5. lzin dari instansi terkait, yang memuat: izin  lokasi;
pelepasan kawasan hutan bagl areal yang berasal/terletak
di kawasan hutan; dan izin usalta perkebunan

6, Surat pernyataan fidak sengketa, telah memasang ftanda
batas; dan catatan permasalahan (jika ada)

7. Burat pengantar dari Kantor Wilayali BPN

2. | Prosedur *)

a. penevimaan dan penecatatan  berkas 2 hari kerja
permohoenan

b.  penyiapan dan distribust berkas ‘2 hari kerja
permohonan

¢, penieriksaan, penelitian, analisa, | 40 hari kerja

penyiapan bahan pendukimg, pengolahan
data, administrasi teknis, penyiapan
konsep produk pelayanan dan nota dinas

. penyiapan, pemeriksaarn; verifikasi dan 2 hari kerja

persetujuan kensep produk pelayanan dan

nota dinas
&, penyelessian produk pelayanan 2 har kerja
f.  pencatatan produk pelayvanan 1 hari kerja
g, peayeralian dan  pengiriman  produk 1 bari kerja
pelayanan
3. | Jafigka wakti B0 hatt kerja
pelayanan

4. | Biaya/Tarif

Sesual ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP
yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN

Surat Keterangan Luas dan Lampiran Peta Bidang Tanalh

dan masukan

5. | Produk pelayanan
6. | Penanganan
pengadnan, sardan

Pengaduan disampaikan secara lisan matpun tulisan melalut
layanan pengaduan ATR/BPN

*) Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Kepala Subdirektorat Teknis

www.peraturan.go.id
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KODE SP: I.C

PELAYANAN DATA CORS PAKET DATA HARIAN

1. | Persyaratan 1. Bukti Setoran PNBP
2. Surat Permohonan
2. | Prosedur #) 4, penerimaan dan pencatatan berkas 1 hari kerja
permohonarn
I3. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan 1 hati ketja
hahan  pendukiung, pengdlahan  dats,
administrasi  teknis, penyiapan konsep
produk pelayanan
¢. pencatatan preduk pelayanan 1 hari kerja
d. penyerahan dan  pengiriman  produk
pelayanan
3. | Jangka waktil 3 hari kerja
pelayanan
4. | Biava/Tarif Sesuai ketentuan PP tentang Jenis can Tarif Atas Jenis PNBP
yang berlaku pada Kementerian ATR/BFPN
5. | Produk pelayanan Informasi GNSS CORS Paket Data Harian
6. | Penanganan Penigaduan disampaikan secara lisan manptin tulisan melalui
pengaduan, saran layanan pengadusn ATR/BPN
dan masukan

*) Sesuai dengan Standar Pelayanan Tertentu untuk penyediaan informasi pertanahean dan

tata ruang
KODE SP: ILD
PELAYANAN DATA CORS PAKET DATA BULANAN
1, | Persyaratan L. Bukti Setoran PNBP
2. Surat Permaohorian
2, | Prosedur ¥ a. penerimaan  dan  penecatatan  berkas 1 hari kerja
permochonan
b pemeriksaan; perelian, analisa; penyiapan 1 hari kerja
bahan  pendukung, pengelahan data,
administrasi teknis, penyiapan konsep
produk pelayanan
¢, pencatatan produk pelayanan 1 hari kerja
d. penyerahan dan  pengriman  preduk
pelayanan
3. | Jangka wakti 3 hari kerfa
pelayanan
4, | Biaya/Tarif Sesual ketenitian PP teritang Jeris dan Tarif Atas Jenis PNBP
yang berlaku pada Kemeriterian ATR/BPN
5. | Produk pelayanan: Informasi GNSS CORS Paket Data Bulanan
3. | Penanganan Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalai
pengaduan; saran layanan pengaduan ATR/BPN
dan masukan

¥) Sesuai dengan Standar Pelayanan Tertentu umtuk penyediaan informasi pertanalian dan

tata ruang
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KODE SP: ILE
PELAYANAN DATA CORS PAKET DATA TAHUNAN

1. | Persyaratan 1. Bukti S8etoran PNBP
2. Surat Permohonan
2. | Prosedur %) a. penierimaan  dan  pencatatan berkas 1 hari kerja
permohonan

b. pemetiksasn, penelitian, analisa, penyiapan 1 hati ketja
balian  pendukiing, pengolahan  data,
administragi teknig, penyiapan konsep
produk pelayanan

e. pencatatan produk pelayanan: 1 hari kerja
d. penyerahan dan  pengiriman  produk
pelayanan ’
3, | Jangka waktu | @ | 3 hari kerja
pelayatian
4. | Biaya/Tarif @ | Besual ketentuan PF tentang Jemnis dan Tarif Atas Jenis PNBP
yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN
3. | Produk pelayanan s | Informasi GNSS CORS Paket Data Tahiunan
6. | Penanganan ¢ | Pengaduan disampaikan secara lisan manpun tulisan melalui
pengaduan, sararn layanan penigadiian ATR/BPN

dan masukan

*) Sesuai dengan Standar Pelayanan Tertentu untuk penyediaan informasi pertanalian dan
tata ruang

www.peraturan.go.id
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KODE SP: ILF
PEMETAAN TEMATIK KAWASAN SKALA 1:25.000

Pormulir permohonan bermeterai cukup

Fotokepi KTP dan KK pemohen; atau Fotekepi KTP, KK

dan surat kuasa, apabila dikuasakan

3. Fotokepi akta pendirian badan hukum  beserta
perubaliannya (apabila ada perubahian), pengesahan
badan huknm/persetujuan perubahan darl pejabat yang
berwenang dan tanda daftar perusahasan

4. Daftar Rekapitulasi Perolehan Lahan sesuar [zm Lokasi

5. Potokopi Izin daii instansi terkait, yang memuat:
pelepasan kawasan hutan bagi areal yang berasal/terletak
di kawasan hutan atau Surat Keterangan baliwa bidang
tanah terletak diluar kawasan hutan, dan Surat Izin 1Jsaha
Perkebunan yang masih berlaku

6. Peta Telaah areal vang dimohon pemietaan tematiknya dari
Kantor Wilayah BPN

7. Surat Pengantar Permohonan Pemetaan Tematik Kawasan
Skala 1:25.000 dari Kantor Wilayah BPN

8. Softcopy: Peta Lampiran lzin Lekasi (jika ada); Peta
Rekapitulasi Perolehan Lahan; Peta Bidang Tanah (jika
ada) dan Peta Telaal Spasial (Kantor Wilayalh BPN)

9. Citra Satelit/ Radar Resolusi Tinggi

1. | Persyaratan

s

2. | Prageduir #) .| a, penerimiaan dan  pencatatan  berkas 2 hari ketja
permaohonan

b, penyiapan dan distribusi berkas 2 hari kerja
permohonan

¢ pemeriksaan, perielitian, analisa; | 34 hari kerja

penyitapan bahan pendukung, pengplahan
data, administrasr teknis, penyiapan
konsep produk pélayanan dan nota dinas

d, penyiapan, pemeriksaan, verifikasi dan 4 hari kerja
persetujuan konsep produk pelayanan dan

nota dinas
e.  penyelesaian produk pelayanan 4 hari kerja
f.  pencatatan produk pelayanan 2 hari ketja
g, penyerahan dan pengiriman  produk 2 hari kerja
pelayanan
3. |WJangka waktu | 1 | SO hari kerja
pelayanan
4. | Biaya/Taril i | Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Taril Atas Jenis PNBP
yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN
5. | Praduk pelayanan . | Peta Tematik Kawasan Skala 1 - 25,000
6. | Penanganan 1 | Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui
pengaduan, saran layanan pengaduan ATR/BPN
dan masukan

*) Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Direktur Jenderal
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KODE SP: ILG

PEMETAAN TEMATTK KAWASAN SKALA1:10.000

1. | Persyaratan

Pormulir permohonan bermeterai cukup

Fotokepi KTP dan KK pemohen; atau Fotekepi KTP, KK

dan surat kuasa, apabila dikuasakan

3. FPotokepi akta pendirian badan hukum  beserta
perubabiannya (apabila ada perubalian), peungesahan
badan huknm/persetujuan perubahan darl pejabat yang
berwenang dan tanda daftar perusahaan

4. Daftar Rekapitulasi Perolehan Lahan sesuar [zm Lokasi

5. Potokopi Izin daii instansi terkait, yang memuat:
pelepasan kawasan hutan bagi areal yang berasal/terletak
di kawasan hutan atau Surat Keterangan baliwa bidarig
tanah terletak diluar kawasan hutan, dan Surat [zin Usalia
Perkebunan yang masih berlaku

6. Peta Telaah areal vang dimohon penietaan tematiknya dari
Kantor Wilayah BPN

7. Surat Pengantar Permohonan Pemetaan Tematik Kawasan
Skala 1.10.000 dari Kantor Wilayah BPN

8. Softcopy: Peta Lampiran lzin Lekasi (jlka ada); Peta
Rekapitulasi Perolehan Lahan; Peta Bidang Tanah (jika
ada) dan Peta Telaah Spasial (Kanwil BPN)

9. Citra Satelit/ Radar Resolusi Tinggi

s

2. | Prageduir #)

a, penerimaan dan  pencatatan  berkss 2 hari ketja
permahonan

b, penyiapan dan distribusi berkas 2 hari kerja
permohonan

¢ pemeriksaan, perielitian, analisa; | 34 hari kerja

penyitapan bahan pendukung, pengplahan
data, administrasr teknis, penyiapan
konsep produk pélayanan dan nota dinas

d, penyiapan, pemeriksaan, verifikasi dan 4 hari kerja
persetujuan konsep produk pelayanan dan

nota dinas
e.  penyelesaian produk pelayanan 4 hari kerja
f.  pencatatan produk pelayanan 2 hari ketja
g, penyerahan dan pengiriman  produk 2 hari kerja
pelayanan
3. |WJangka waktu S0 hari kerja
pelayanan
4. | Biaya/Taril Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan "Taril Atas Jenis PNBP
yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN
5. | Praduk pelayarian Peta Tematik Kawasan Skala 1 - 10,000
6. | Penanganan Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui
pengaduan, saran layanan pengaduan ATR/BPN
dan masukan

*) Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Direktur Jenderal
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KODE SP: ILH

PENDAFTARAN UJIAN SURVEYOR BERLISENST

1. | Persyaratan

—

Bukti Setorari PNBP

2. Fetokepi KTP yangdilegalisir; Kartu Keanggotaan Asosisasi

Profesi; dan Sertifikat Kelulusan: Diklat Surveyor Kadastral

Surat Pernyataan Pemililan Wilayali Kerja

Foto berwarna 4x6 2 lembar (latar merah)

- Untuk Calon Surveyor Kadaster: minimal 81 Survey dan
Pemetaan atau Mantan pegawai kementerian/Lemlbaga
yang membidangr survey dan pemetaan dan telah
bekerja selama minifmal 20 tahun di bagian pengukuran
dan peimetaan

- Untuk Calon Asisten Radaster: SMEK, D1, dan D3
melampirkan ijazah Program -studi pengukuran dan
pemetaan  dan  untuk SMU melampirkan  surat
keterangan telah mengikati DIKLAT pengukuran dan
pemetaan

6. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohemni; dan Surat

Keterangan Kelakuan Baik

s

2. | Prosedur *)

a. penerimaan  dan  pencatatan berkas 5 hari kerja
permohonan

b, pemeriksaan, penglitian, penyiapan bahan
pendukung, pengolahan data, administrasi | 20 hari kerja
teknis, penyiapan kansep produk pelayanan

e, penylapan, pemeriksaan, verifikasi dan 4 hari kerja
persetujuan konsep produk pelayanan
d. penyelesaian produk pelayanan 4 hari kerja
&, pencatatan produk pelayanan 2 har kerja
| f. pengumuman lulus administrasi I hari ketja
3. | Jangka walktut 36 hari kerja
pelayanan

4. | Biaya/Tarif

Sesnal ketentuan PP tentang Jenis dan Taril Atas Jenis PNBP
yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN

5. | Produk pelayanan

Pengumuman Calen Peserta Ujian Surveyor Kadaster Berlisensi

6. | Penanganan
pengaduarn, saran
dan masukan

Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui
layanan pengaduan ATR/BPN

*) Sesusgi dengan Standar Pelayanan Tertentu untuk pefidaftaran tjian Surveyer Betrlisensi

dan PPAT

www.peraturan.go.id
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KODE 8P ILI

PELAKSANAAN UJIAN SURVEYOR BERLISENSI

2017, No.431

1. | Persyaratan 1. Bukti Setoran FNBF
2. Peserta Ujian Surveyor Kadaster Berlisensi yang telah
dinyatakan lulus administrasi
2. | Prosedur #) a. penyelesaian administrasi 2 hari kerja
h. tjian 1 hati ketja
¢, pemeriksaan hasil njian, penyiapan bahan | 20 hari kerja
pendukung, pengolahan data, administrasi
teknis, penyiapan konsep produk pelayanan
d. penyiapan, pemeriksaan, verifikasi dan 4 hari kerja
persetujuan kensep produk pelayanan
e, penyelesaian produk pelayanan 4 hari ketja
f, pencatatan produk pelayanan dan 2 hari kerja
penyusunan database
g. pengumuman lulus ujian dan penyerahan 1 bari kerja
produk pelayanan
3. | Jangka weaktu 34 hari kerja
pelayanan
4. | Biaya/Tarif Sesuai ketenituan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP
yang berlaku pada Kementerian ATR/BFN
5. | Produk pelayanan Pengumuman Peserta Calon Surveyor Kadaster Berlisensi yang
dinyatakan lulus ujian
A. | Penanganan Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui
pengacluan, saran layanan pengaduan ATR/BPN
dan magukan
¥ Sesuai dengan Standar Pelayanan Tertentu untuk Pelaksanaan ujian Surveyor Berlisensi
dan FPAT
KODE SP: IL.J
PENGANGKATAN SURVEYOR BERLISENSI
1, | Persyaratari L. Bukti Setoran PNBP
2, Peserta calon Surveyor Kadaster Berlisensi yang dinyatakan
lnlus wjian
2. | Prosedur ¥ a. penerimaan  dan  pencatatan berkas 2 hari kerja
permohoran
a. penyiapan bahan pendukung, pengolahan | 10 hari kerja
data, administrasi teknis, penyiapan kensep
produk pelayanan
b, penyiapan, pemeriksaan, veriﬁliasj dan 4 bEn Kenjs
persetujuan konsep produk pelayanan
¢, verifikasi dan persetujuan konsep produk 2 hari kerja
pelayanan dan nota dinas
d. penyiapan dan pemeriksaan [(inal konsep 7 hari kerja
produk pelayanan
g, penyelesaian produk pelayanan L3 hari kerja
[, pencatatan produk pelayanan: 2 hari kerja
g penyerahan produk pelayanan 4 hari kerja
3. | Janigka waltin 44 hari kerja
pelayanan
4, | Biaya/Tarif Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP
yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN
5. | Produk pelayanan Surat Keputusan Pengangkatan Surveyor Kadaster Berlisensi

dan Kartu Lisensi

Penianganan

pengadnan, sardn

dan masukan

Pengaduan disampaikan secara lisan manpun tulisan melalui
layanan pengaduan ATR/BPN

)

Sestial dengan Standar Pelayanan Tertentu nntuk Pengangkatan Surveyor Berlisensi

www.peraturan.go.id




2017, No.431

-292-

KODE SP: ILK

PENDAFTARAN KANTOR JASA SURVEYOR BERLISENSI (KJSB)

1. | Persyaratan

ISR

Bukti Setoran PNBP

Fotokepi akta pendirian; dan lisensi surveyor kadaster

maupun asisten surveyor

3. Keterangan domisili kantor

4. NPWP badan usahia dan pimpinan KJSKB

5. Daftar inventaris peralatan yg dimiliki

2. | Prosedur ¥) a. penerimaan dan  pencatdtan berkas 2 hari ketja

permchonarn

b. penyiapan dan distribusi berkas 2 hari ketja
permolionan

e, pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan | L[4 hari kerja
bahan pendukung, pengolahan data;
administrasi  teknis, penylapan konsep

produk pelavanan dan nota dinas

verifikasi dan persetujuan konsep produk
pelayanan dan nota dinas

4 hari ketja

penyiapan dan pemeriksaan [inal konsep
preduk pelayanan

7 hari kerja

penyelesaian produk pelayanan

13 hari kerja

g

pencatatan produk pelayanan

2 hari ketja

dan masukan

h. penyerahan dan  pengiriman produk 2 hari kerja
pelayanan
3. | Jangka walkt 46 hari ketja
pelayanan )
4. | Biaya/Tarif Sesuar ketentuan PP tentang Jenis dan Taril Atas Jenis PNBP
yvang berlakn pada Kementerian ATR/BPN
3. | Produk pelayanan Surat [jin Kerja KJSKB
5, | Penanganan Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui
pengaduan, sararn layanan pengaduan ATR/BPN

*)  Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Menteri

KODE SP: II.L

PELAYANAN INFORMAST TITIK KOORDINAT

1, | Persyaratan v | 1, Bukti Setoran PNBP
2. Surat Permolionan
2. | Prosedur *) i | & pewerimaan  dan  pencatatan berkas 1 bari kerja
i permcohoran
b. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan 1 hari kerja
bahan  pendukung, pengolahan  data,
admiriistragi  teknig, penyiapan konsep
produk pelsyanan
¢. pencatatan produk pelayanan 1 hari ketja
d. pemyerahan dan  pengiriman  prodik
pelayanan
3. | Jangka waltin 3 hari kerja
pelayanan
4, | Biaya/Tarif Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP
yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN
5. | Produk pelayanen Fotekopi Titik Koordinat
6. | Penanganan Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalut
pengadnarn, Sarar layanan penigadiian ATR/BPN
dan masukan

¥ Sesuai dengan Standar Pelayanan Tertentu untuk penyediaan informasi pertanahan dan
tata ruang

www.peraturan.go.id
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KODE SP: [I.M
PETA SAMPAI DENGAN SKALA 1:5.000 (MINIMAL 25 HEKTAR)

1. | Persyaratan 1. Bukti Setoran PNBP
2. Surat Permobionan
2. | Prosedur %) a. perierimaan dan  pencafatan  berkas | 1 hari kerja
permchonan
b. pemeriksaan, penelitiai, analisa, 1 hari ketja
penyiapan bahan pendukung, pengolahan
data, administrasi teknis, penyiapan
konsep produk pelayanan
e. pencatatan produk pelayanan: 1 hari kerja
d. penyeralan dan pengiriman produk
pelayanan
3, | Jangka waktu | 1 | 3 hari kerja
pelayatian
4. | Biaya/Tarif ;| Sesual ketentuan PF tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP
yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN
3. | Produk pelayanan ¢ | Infermasi Peta Pertanahan dalam format multimedia atan
format raster
6. | Penanganan ¢ | Pengaduan disampaikan secara lisan manpun tulisan melalui
pengaduar, saran laysnan perigaduan ATR/BPN
dan masukan

*] Sesuai dengan Standar Pelayanan Tertentu untuk penyediaan informasi pertanahan dan
tata ruang

www.peraturan.go.id
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KODE SP: IILA. 1
PEMBERIAN HGU (BADAN HUKUM)

1. | Persyaratan i | 1. Feormulir permolionan bermeterai cukup

2. Fotokopi KTP dan KK pemohon, atau Fotokopi KTP, KK dan
surat kuasa. apabila dikuasakan

3. Fotokopi akta pendirian badan hukum beserta perubahanmnya

(apabila ada perubahan), pengesahan badarn

hukum/persetujuan perubahan dari pejabat yang berwenang

dan tanda daftar perusahaan

Rekapitulasi perolehan tanah dan peta rekapitulasi perolehan

tanah yang telal diverifikasi dan divalidasi clell Kantor

Wilayah BPN

lzin/rekomendasi/keterangan dari instansi terkar, yang

memuat; izin lokasi sesual rencana tata roang, izin usaha

dari instansi yang berwenang: dan surat keterangan bahwa

tanah yang dimochon tidak termasuk dalam areal gambut,

kawasan hutan dan areal yang rterbakar sesuai dengan

keterituian peraturan perundang-undangan

6. Peta bidang ranah (int dan plasma)

7. Persetujuan penanaman modal bagi perisahaan yang
menggunakan fasilitas penanaman modal dari instarsi teknis

8. Perjanjian kerjasama kemifraan dengan masysrakat sekitar
vang dilampiri dengan daftar peserta plasma yang ditunjuk
berdasarkan nsulan dari camat dan lirah/kepala desa
setempat yang ditetapkan oleh bupati/walikota/pejabat yang
dittinjuk

9. Rencana pengusahaan tanah jangka pendek dan jangka
panjang (proposal)

10. Surat pernyataan bermeterai yang ditanda tangani oleh
direksi perusahaan/kuasanya, yang memuat **):

a) rekapitulasi perolehan tanah; dan tanah yang dimohon
dikuasal secara fisik, tidak terdapat konllik/sengketa/
perkara dan keberatan dar pihak lain serta tidak sedang
dijaminkarn
peserta. plasma adalah benar-benar masyarakat sekitar
dan atau masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai
peserta plasma
kesanggupan membangun kebun plasma dan
melaksanakan tanggung jawab sesial dan lingkungan

d) bersedia melepaskan lhak atas tanahnya apabila

diperlukan bagi pembangunan untuk kepentingan umum
11. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B
12, Pengantar darl Kantor Wilayah BPN atau Kantor Pertanahan

=

al

b

&

##) formullr terlam plr

2. | Prosedur #) i | & penerimaan dan pencatatan berkas 2 hari kerja
permohonan
b: penyiapan dan distribusi berkas permohonan 2 hari kerja

c. pemeriksaan. penelitian. analisa. penyiapan | 39 hari kerja
bahan  pendukung, pengolahan  data,
administrasit teknis, penylapan konsep
produk pelayanan dan nota digas

d. verifikasi dan persetujuan komsep produk 7 hari kerja
pelayanan dan nota dinas

e. penylapan dan pemeriksaan final konsep 7 hari kerja
produk pelayanan

I penyelesaian produk pelayanan 13 hari kerja

g pencatatan produk pelayanan 2 hari kerja

h. penyerahan  dan pengiriman  produk 4 hari kerja
pelayanan

3. | Jangka waktu | | 76 hart kerja
pelayanan Catatan;

- 76 hari kerja merupakan jangksa waktu nntuk penyelésdian 1
berkas permohonar

- Apabila:dalam hari yang sama permehonan yang diterima lebih
dari 3 berkas, maka jangka waktu tersebut ditambab 30
persen dari jangka waktu vang ditentukan

4. | Biaya/Tarif i | Sesuai ketentiuan PP tentang Jeris dan Tarif Atas Jenis PNBF yang
berlaku pada Kementerian ATR/BPN
5. | Produk pelayanan v | Surat Keputusan Pemberian HGU
6. | Penanganan i | Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui
pengaduan, saran dan layanan pengaduan ATR/BPN
masukan )

% Sesuai denigan Standar Pelayanan Penigesaharn Menteri

www.peraturan.go.id
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KODE SP: [ILA.2
PEMBERIAN HGB/HP/HM (BADAN HUKUM)

1. | Persyaratam : | Pemberian HGB/HP/HM (Badan Hulaum):

1. Formilir permahonan bermeterai.cikiip

2. TFotokopi KTP dan KK pemohon; atau F‘ctokopi KTP, KK dan surat
kuasa. apabila dikuasakan

3. TFotokopi akta pendirian: badan hukum beserta perubahannya

[apabila ada perubahan). pengesahian badan hukuin/persetujuan

perubahan dari pejabat yang berwenang dan tanda daftar

perusahaan

Rekapitulasi Perolehan' Tanah dan Peta Rekapitulasi Perelehan

Tatiali (apabila perolehan tanahinva lebih dari 5 [lima) bidang)

Izin lokasi atau izin permnojukan penggunaan tanah (sesuai

dengan ketentran peraturan perundang-undangan)

Peta Bidang Tanal

Rencana: pengusahaan tanah jangka pendek dan jangka panjang

(proposal)

Surat Pernyataan bermeteral eukup. yvang memuat! Penguasaan

Fisik Tanali dan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketza; Jumilah

bidang. luas dan status tanah yang telah dimiliki Pemehon

(termasuk tanah dimohon); dan bersedia melepaskan hak atas

tanalmya apabila dipergunakan bagl pembangunan untuk

kepentingan umum

9. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanal A

10. Pengantar-dari Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanalian

¥ J@m o owm

Pemberian HP (Badan Hukum Asing) :

1. Tormulir permohonan bermeteral cukupy

2. TFotokopi identitas (KTF, KK atan paspor) pemohon; atan Fotokopi
identitas (KTP, KK, atau paspor) dam surat kuasa, apabila
diknasakan o

3. Surat keterangan berkedudukan:di Indonesia

4. Fotokopi akta pendirian badan hukum beserta perubahannva

(apabila ada perubahan), pengesahan badan hukumjpersetujuan

periibahan  dari pejabat yvang berwenang dan tanda daftar

perusahaan

Rekapitulasi Perolehan Tarnab dan Peta Rekapitulasi Perolehan

Tanah (apabila perolehan tanabhmya lebily cari S (lima) bidang)

6. Izin lekasi atau izin penunjukan penggunaan tanah (sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)

Peta Bidang Tanah

Surat Pernyataan bermeterai, yang memuat: Penguasaan Fisik

Taniali dan Tanah Tidak Dalam Keadaan S8engketa: Jumlah

bidang, luas dan status tanah yang telah dimiliki Pemehon

[termasuk tanah dimohon); dan bersedia melepaskan hak atas

tanalmyas apabila dipergunakan bagi pembangunan untuk

kepentingan umum

9. Pengantardari Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan

i

=

2. | Prosedur ) 4| & penerimaan dan pencatatan berkas 2 hari kerja
permohonarn

b,  penyiapan dan distribusi berkas permohonan 2 hari kerja

e. pemeriksaan. penelitian. analisa. penyiapan 39 hari kerja

bahan pendukung, pengolahan data,
administrasi teknis. penviapan konsep produk
pelayanan dan nota dinas

el verifikasi dan  persetujuan  kensep produk 7 hari kerja
pelayanan dan neta dinas

. pedyiapan dan pemeriksaan final Konsep 7 hari kerja
progulk pelayanan

f.  penyelesaian produk pelayanan 13 hari kerja

& pencatatan produk pelavanan 2 hari kerja

h.  penyerahan dan pengiriman produk pelayanan 4 hari kerja

3. | Jangka waktu | i | 76 hari kerja
pelayanan Catatan:

76 hari kerja merupakan jangka waktu untuk penyelesaian 1
berkas permohonan

- Apabila dalam hari yang sama permohenan yang diterima lebih
dari 3 berkas. miaka jangka waktu tersebut ditambah 30 persen
dari jangka waktu yang ditentulkan

4. | Biaya/Tarif ¢ | Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang
berlaku pada Kementerian ATR/BPN
5. | Produk pelayanan ¢ | Surat Keputusan Pemberian HM/HGB/HP
G. | Penanganan pengaduan, | : | Pengaduan disampaikaii secara lisan maupun tulisan melalui layanan
saran dan masukan pengaduan ATR/BEN

1 Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Menteri

www.peraturan.go.id
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KODE SP: IILA:3
PEMBERIAN HGB/HP/HM (PERORANGAN)

1. | Persyaratan i | Pemberian HGB/HP/HM (Perorangan):

1. Formulir permohonan bermeterai cukup

2, Fotokopi KTP dan KK pemohon; atau (otokopi KTP. KK dan
surat kuasa, apabila dikuasakarn

3. Rekapitulasi Perolehan Tanah dan Peta Rekapitulasi

Perolehan Tanali (apabila perclehan tanahnya lebih dari S

(lima) bidang

Peta Bidang Tanali

Surat Pernyastaan bermeterai cukup, yang memuat;

Penguasaan Fisik Tamah dan Tanah Tidek Dalam Keadaarn

Sengketa: Jumlah bidang, luas dan status tanah yang telal

dimiliki Pemohon (termasuk tanah dimochon): dan bersedia

melepaskan hak atas tanahnya apabila dipergunakan bagi

pembangunan untuk kepentingan umum

6. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A

7. Pengantar darl Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan

S

Pemberian HP (Perorangan Warga Negm:a Asing) :

1. Fermulir permolionan bermeterai cukup

2. Fotokopi identitas (paspor) pemsohon: atau fotokepi identitas
(KTP, KK, atau paspor) dan surat kuasa, apabila dikuasakan

3. Surat [zin Tinggal Tetap yang dikeluarkan oleh kantor
[migrasi

4, Buktl perolehan tanali/alas hak

5. Peta Bidang Tanah

6. Surdt Peroyataan bermeterai, yang memiat: Penguasaan
Fisik Tanah dan Tanah Tidak Dalam Keadsan Sengketa serta
bersedia  melepaskan hak  atas teanahnya  apabila
dipergunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum

7. Risalaly Panitia Pemeriksaan Tanah A

8. Pengantar dan Kantor Wilayah BPN atau Kantor Pertanahan

2. | Prosedur ™) a. penerimaarn dan pencatatan berkas | 2 hari kerja

permohionan

b. penyiapan dandistribusi berkas permohonan 2 hari kerja

©. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan | 39 hari kerja

bahan pendukumng, pengolahan data.
administrasi teknis, penyiapan konsep prodiuk
pelavanan dan nota dinas
d. verifikasi dan persetujudan konsep. produk | 7 hari kerja
pelayanan dan nota difiag
€. penyiapan dan pemeriksasn final konsep | 7 hari kerja

praduk pelayanai
[.  penyelesatan produk pelayvanan 13 hari kerja
g, pencatatan prcduk'pelawanan 2 hari kerja
h. penyerahan dan pengiriman produk pelayanan 4 hari kerja
3. | Jangka waktu | i | 76 liari kerja
pelayanan Catatan:

- 76 hari kerja merupakan jangka waktu untuk penyelesaian 1
Lerkas permohenan

- Apabila dalam hari yang sama perhomonan yang diterima lebih
dari 3 berkas, maka jangka waktu tersebut ditambah 30 persen
dauni jangka waktu yang ditentukan

4. | Biaya/Tarif i+ | Sesuai ketentitan PP tentang Jemnis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang
herlaku pada Kementerian ATR/BPN
5. | Produk pelayanan ¢ | Surat Keputusan Pemberian HM/HGB/HP
6. | Penanganan i | Perigaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui
pengadian, saran dan layanan pengaduan ATR/BPN
masukan

9 Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesalian Menteri

www.peraturan.go.id
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KODE SP: ILB. 1
PERPANJANGAN JANGKA WAKTU/FPEMBAHARUAN HGU (BADAN HUKUM)

—

Formulir permohonan bermeteral cukup

2. Fetokepi KTP dan KK pemohen; atau Fotokepi KTP, KK
dan surat kuasa, apabila dikuasakan

3. Fotokopi akta pendirian badan hukum  beserta

perubabannya (apabila ada perubalian), dan pengesahan

badan hukum/persetujuan perubahan darl pejabat yang

berwenang dan tanda daftar perusahaan

Sertipikat Hak Guina Usaha

Peta Bidang Tanah hasil pengukuran nlang

Pertimbanigan Teknis Pertanalian

Surat keterangan pendaftaran tanah; surat keterangan

hasil penilaian usaha dari instansi teknis, dan surat

keterangan terkait gambut dan tanah terbakar

8. Persetujuan perubahan jenis tanaman dari instansi teknis
apabila terdapat perubahan jeris tananian

S, Surat Pernyataan Dbermeterai yang memuat: Kesediaan
melepaskan tanah bagi kepentingan wmum; Menerima
hasil pengukuran (apabila ada perbedaan luasan); dan
kesanggupan melaksanaan tanggung jawab sosial dan
lingkungan disertal dengan bukti pelaksanaannya

10. Persetujuan dart pemegang Hak Tanggungan apabila Hak

Guna Usaha yang akan diperpanjang dibebani Hak

Tanggungan dan apabila terjadi perubalian luas tanah

1. | Persyaratan

Noven >

2, | Prosedur #) v | & penerimaan  dan  pencatatan  berkas 2 hari kerja
permohienan

b. peayiapan dan distribust berkas 2 hari kerja
permohoran

e pemeriksaan, penelitian, analisa, | 26 hari kerja

penyiapan bahan penduking, pengolahan
data, administrasi  teknis, penyiapan
korigep produk pelayanan dan nota dinas
d. verifikasi dan persetujuan konsep produk 7 hari kerja
pelayanan dan nota dinas
e, penylapan dan pemeriksaan final kensep 7 hari kerja
produk pelayanan

f,  penyelesaian produk pelayanan 13 hairi kerja
g.  pencatatan produk pelayanan 2 hari kerja
h. peayerahan dan pengiriman  produk 4 hari kerja
pelayanan
3. | Jangka waktu | : | 68 hari kerja
pelayanan Catatan:
- 68 hari kefja merupakan jangka waktu untuk penyelesaian
L berkas permohonan
- Apahila dalam lari yang sama permohonan yang diterima
lebili dari 3 berkas, maka jangka waktu tersebut ditambal:
30 persen dari jangka waktu yang ditentukan
4. | Biaya/Taril i | Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Taril Atas Jenis PNBP
vang herlaki pada Kementerian ATR/BPN
5. | Produk pelayanan v | Surat Keputusan Perpanjangan jangka waktu HGU
6. | Penanganan i | Pengaduan disampatkan secara lisan maupun tulisan melalut
pengadiran, saran layanan pengaduan ATR/BPN

dan masukan

% Sesuai derigan Standar Pelayanan Perigesaharn Menteri

www.peraturan.go.id
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KODE SP; 1II1.B.2
PERPANJANGAN JANGKA WAKTU/PEMBAHARUAN HGB/HP

1. | Persyaratan v | 1. Formulir permohonan bermeteral cukup
i Fotokepi KTP dan KK pemohon; atau Fotokepi KTP, KK

cdan surat kuasa, apabila dikuasakar;
Untuk pemolien Warga Negara Asing/Badan Hukum
Asing: Fotokopi Surat lzin Tinggal vang dikeluarkan olel
Kanltor Imigrasi (WNA Pererangan), Paspor; dan surat
kuasa apabila dikuasakan

3. Fotokepi akta pendirian badan hukum  beserta
perubahannya (apabila ada periubahan), dan pengesdhan
badan hukum/persetiujuan perubahan dari pejabat yang
berwenarng dan tarnda daftar perisshaan, untuk pemohon
Badan Hukum

4, Fotokopi Sertitfikat Hak Guna Bangunan/Hak Pakai yang
dilegalisir

5. Peta Bidang Tanal hasil pengukuran ulang

5. Pertimbangan Teknis Pertanahan

7. Burat Permyataan bermeterai yang memuat: Penguasaan

Fisik Tanah dan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa, di
atas mieteral; Menerima perubaban luas hasil pengukuran
(apabila ada perbedaan |luasan); Kesediaan melepaskan
hak atas tanahnya bagi pembangunan untuk kepentimgan
umum; dan Telah dan akan tetap melaksanakan tanggung
Jjawab sosial dan lingkungan (Badan Hukum yang bergerak
di hidang sumber daya alam) disertsi dengan Dbukti
pelaksanasrinya

8, Persetujuan dari pemegang Hak Tanggungan, apabila
dibebani liak tanggnngan dan apabila terjadi perubahan

luas tanah
9., Pengantar dari Kanter Wilayah BPN atau Kantor
Pertanahan
2. | Prosedur #) ¢ | a.  penerimaan dan  pencatatan  berkas 2 hari kerja
permohonan
b penyispan dan distrilbusi berkas 2 hari kerja
permohornan
e, pemeriksaan, penelitian, analisa, 26 hari kerja
penyiapan balian pendukung,

pengolalian  data, administrasi teknis,
periyiapan kensep produk pelayanan dan
nota dinas

d werifikasi dan persettjuan konsep prodok 7 hari ketja
pelayanan dan ridta diras

e. penyiapan dan pemeriksaan final konsep 7 hari ketja
preduk pelayanan

[, penyelesaian produk pelayanan 13 hari kerja

g, pencatatan produk pelayanan 2 hati ketja

h, penyerahan dan pengiriman produk 4 hari kerja
pelayanan

3. | Jangka waktu | 1 | 63 hari kerja
pelayanan - 63 hari kerja: merupakan jangka waktu untuk penyelesaian

| berkas permochonan

- Apabila dalam hari yang sama permohonan yang diterima
lebily dari 3 berkas; maka jangka waktu tersebut ditambaly
30 persen dari jangka waktu yang ditentukan

4. | Biaya/Taril ¢ | Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Taril Atas Jenis PNBP
yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN
5. | Praduk pelayarian . | Surat Keputusan Perpanjarigan/permibaharuan jangka waktu
HGB/HP
6. | Penanganan . | Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui
pengaduan, saran layanan pengaduan ATR/BPN
dan masukan

9 Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Menteri
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KODE SP: II.C. 1
IZIN PEMBELIAN RUMAH/BANGUNAN OBJEK P3MB/PRK.5
(PERORANGAN/INSTANSI PEMERINTAH)

1. | Persyaratan ¢ | L. Pormulir  permobionan vang — sudah diisi  dan
ditandatangani pemchon atau kuasanya, yang memuat
identitas dirl, luas dan letak serta penggunaan tanab yang
dimohen. (Permohionan  ditujukan  kepada Mentert
ATR/Kepala BPN melalui Kepala Kantor Wilayahh BPN
selaku Ketua P3MB/ Prk.5)

2, Fotokopi KTP dan KK pemohon; atau Rotokopi KTP, KK
dan surat kuasa, apabila dikuasakan (keeuali instansi
pemerintah tidak diperliikan KK)

3. Daftar Penyerahan kepada panitia penerimaan uobyek
PSMB

4, Surat Izin Perumahan (SIF) atau keterangan penghunian
dari [nstansi yang berwenang

5. Burat Keterarigan dari lnstansi terkait mengenaiy
Kewarganegaraan bekas pemilik PBMB/Prk.5 dari Kantor
lmigrasi; Prk.S dari Kanter Wilayal Ditjeny Pajak setempat;
dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanali

6. Bukti perolehan tanahjalas hak atau Penetapan
pengadilan mengenai penguasaan tanah PSMB/Prk.5

7. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah

8. Peta Bidang Tanali

9. Surat Pernyataan Dbermeterai cukup yang memuat:

Periguasaan Fisik Tanal dan Tanah Tidak Dalam Keadaan
Sengketa, Tanalhh Bukan Aset Pemerintah/Pemerintah
Daerah; Belum pernah memperoleh tanah/rumah dari
Pemerintal, dan Kesanggupan Membayar Nilai Taksiran
atas Tanah dan Bangunan

10. Bukti pengumuman di 2 (dua) Surat Kabar Harian yang
beredar secara wmum dengan masa tenggang 30 hari sejak
ditmumkan

1l. Berita Acara Pengumuman dari Panitia PSMB/Prk.5

12, Pengantar dari Kanter Wilavali BPN

2. | Prageduir #) .| da, penerimiaan dan  pencatatan  berkas 2 harn kerja
permohonar

b, penyiapan dan distribulsi berkas 2 hari ketja
permohonan

¢ pemeriksaan, perielitian, analisa, | 39 hari kerja

penytapan bahan pendukung, pengolahan
data, administrasr teknis, penyiapan
konsep produk pelayvanan dan nota dinas
d., penyiapan, pemeriksaan, verifikasi dan 4 hari kerja
persetujuan konsep produk pelayanan dan

nota dinas
e, penyelesaian produk pelayanan 4 hari kerja
f.  peneatatan produk pelayanan 2 hari kerja
g¢. penyeralian dan pengiriman  produk 2 hari kerja
pelayanan
3. |WJangka waktu | 1 | S5 hari kerja
pelayanan Catatan:

- 58 hari kerja merupakan jangka waktu untuk penyelesaian
| berkas permohionan )

- Apabila dalam hari yang sama perhomenan yang diterima
lebili dari 3 berkas, maka jangka waktu tersebut ditambal
30 persen dari jangka waktu yang ditentukan

4. | Biaya/Tarif .| Sesuai keterituan PP tentang Jenis dan Taril Atas Jenig PNBP
yvang berlaku pada Kementerian ATR/BPN
5. | Produk pelayanan i | Izin Prinsip Pembeliann Rumah/Bangunan Objek PSMB/Prk.5
Perorangan/Instansi Pemerintah (PETA 6)
6. | Penanganan ¢ | Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui
pengaduan, saran layanan pengaduan ATR/BPN

dan masukan
) Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Direktur Jenderal
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KODE SP: 1I.C.2
KEPUTUSAN PENJUALAN RUMAH/BANGUNAN DAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH
OBJEK P3MB/PRK.5 (PERORANGAN /INSTANSI PEMERINTAH)

1. | Persyaratan o | 1. Formulir permolionan yang sudah diisi dan ditandatangani
pemchon atau kuasanya, yang memuat identitas diri. luas
dan letak serta penggunean tanah yang dimohon
(Permohonan ditujukan kepada Meoteri ATR/Kepala BPN
melalui  Kepala Kantor Wilayah BFN  selaku Ketua
P3MB/Prk.5) ‘

2. Fotokopi KTP dan KK pemohon; atau fotokepi KTP, KK dan
surat knasa, apabila dikuasakan (kecuali instansi pemermitah
tidalk diperlukan KK)

3. Daftar Penyerahan kepada panitia penerimaan obyek P3MB

4. Surat lzin Perumahan (SIP) atau keterangan penghunian dari
[nstansi yang berwenang '

5. Surat Keterangan dari inostaosi ‘terkait —mengenai;
Kewarganegaraan lLekas pemilik P3MB/Prk.5 dari Kantor
Imigrasiz Prk.5 dari Kamtor Wilayah Ditjen Pajak setempat;
dan Surat Keterangan Pendaltaran Tanah

6. Bukt perolehan tanah/alas hak atau Penetapan pengadilan

mengenai penguasaan tanah PSMB/Prk.5

Surat Keterangan Pendaftaran Tanah

Peta Bidang Tanah

Surat Pernyataan Dbermeterai cukup yang memuat:

Penguasaan Fisik Tamali dan Tanab Tidek Dalam Keadaan

Sengketa: Tanah Bukan Aset Pemerintah /Pemerintali Daerah:

Belum pernah memperoleh tanah/ramah dari Pemertitah

dan Kesanggupan Mermbayar Nilai Taksiran atas Tanali dan

Bangunan

10, Buktl pengumuman di 2 (dua) Surat Kabar Harian yang
beredar secara umum dengan masa tenggang 30 hari sejak
diurmnmkean

11, Berita Acara Pengumuinan dari Panitia PMB) Prk.5

12, Pengantar darr Kantor Wilayah BPN

13, Berita Acara Penaksiran dan  Perliitungan  Harga
Rumah/Bangunan dan Tangh

LwN

2. | Prosedur *) ¢ | a.  penerimasan dan peticatatan berkas 2 hari kerja
permohionan
b.  penviapan dan distribusi berkas permohonan 2 hari kerja

c. pemeriksaan. penelitian. analisa. penyiapan | 26 hari kerja
bahan  pendukung, pengelahan  data,
administrasi  teknis, penviapan keonsep
produk pelayanan dan ngota dinas )

d, vwerifikasi dan persetujuan konsep preduk 7 hari kerja
pelayanan dan nota dinas

e, penyiapan dan pemeriksaan f{inal konsep 7 hari kerja
produk pelayanan

f.  penvelesaian proditk pelayanan 13 hari kerja
g, pencatatan produk pelayanan 2 hari kerja
h. penyerahan dan  pengiriman produk 4 hari kerja
pelayanan
3. | Jangka waktu | i | 63 hari kerja
pelavarian Catatam:

- 63 hari kerja merupakan jangka waktu untuk penyelesaian
[ berkas permolionan

- Apabila dalam hari yang sama perliomonan yang diterima
lebih dari 3 berkas, maka jangka waktu tersebut ditambal
30 persen dari jangka waktu yang ditentukan

4. | Biaya/Tarif i | Sesual ketentuan PP rentang Jenis dan Taril Atas Jenis PNBP vang
berlaku pada Kementerian ATR/BPN
5. | Produk pelayanan v | Keputusan Penjualan Rumah/Bangunan dan Pemberian Hak Atas
Tanah Objek P3MB/Prk.5 Perorangan/Instansi Pemerintah
(PETAT)
6, | Penanganan v | Pengaduan dlsampaikan secara lisan maupun tulisan melalui
pengaduan, saran dan layanan perigaduan ATR/BPN
masukan

) Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Menteri

www.peraturan.go.id
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KODE $P: IIL.D
IZIN PERALIHAN HGU, HGB (BADAN HUKUM)

1. | Persyaratan ¢ | 1. Formnulir permehonan bermeterai cukup

2. Fotokopi KTP dan KK pemohony atan Fotokopi KTP, KK dan
surat kuasa. apabila dikuasakan

3. Fotokopi akta pendirian badan hukum beserta perubahannya
(apabila ada perubahan), pengesahan badan hukum/
persetujuan perubahan dari pejabat yang berwenang dan
tanda daftar perusahaan

4, Proposal dari calon Penerima

5. Rekapitulasi Perolehan Tanahh dan Peta Rekapitilasi
Perolehan Tanah (apabila perolehan tanshrya lehih dari 1
(satu) bidang)

6. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah
Sertipikat hak dan Penetapan Kelas Usaha Perkebunan
(Klvusus HGU)

7. Surat Keterangan mengenai kesesuaian penggunaan tanah
yang dimohon dengan RTRW setempat: DBerita Acara
Penelitian Lapang/Keterangan mengenai tenah yang dimohon
tidak terlantar; Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) dan
Surat Keterangan Alasan Mengalihkan Hak Atas Tanali dard
Pemohon

8. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang memuar: Tidak
Sengketa dari Pemohony dan Surat Persetujuan dari Kreditur
untuk tanah yang masih dibebani Hak Tanggungan

9, Persetujuan dari Dewan Komisaris/RUPS sesuai dengan Akta
Pendirign/Akta Perubahan (Badan Hukum)

10. Pengantar dan Risalali Pengelahan Deta dari Kantor Wilayah
BPN dan/atau dari Kantor Pertanahan

2. | Prosedur#) i | a  penerimaan dan pencatatan berkas 2 hari kerja
permohonarn
b, penyiapan dan distribusi berkas permohonan 2 hari kerja

¢ pemeriksaan. penelitian. analisa, penyiapan | 25 hari kerja
bahan  pendukung, pengolahan  data,
adminisirasi  teknis, penyiapan  konsep
produk pelayanan dan notadinas

d. penyiapan. pemeriksaan, verifikasi dan 2 hari kerja
persetujuan konsep produk pelayanan dan
nota dinas

e.  penyelesaian produk pelayanan 6 hari kerja
f.  pencatatan produk pelayanan 2 hari kerja
g, penyerahan dan  pengiriman produk 2 hari kerja
pelayanan
3. | Jangka waktu | ¢ | 41 hari kerja
pelayanarn
4. | Biaya/Tarif ¥ |=
5. | Produk pelayanan i | Surat Izin Peralillan HGU /HGB/HP
6. | Penanganan 1 | Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui
pengaduan, saran dan layanan pengaduan ATR/BPN
masukan

¥ Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan DirekturJenderal

www.peraturan.go.id
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KODE SP: IILE

1ZIN PELEPASAN SEBAGIAN HGU, HGB (BADAN HUKUM)

1. | Persyaratar. 1. Pormulir permohonan bermeterai cukup
2. Fotokepi KTP dan KK pemohon; atau Fotekepi KTP, KK
dan surat kuasa, apabila dikuasakan
3. FPotokepi akta pendirian  badan  hukum  beserta
perubaliannya  (apabila ada perubahan), pengesahan
badan hukum/persetujuan perubahan dari pejabat yang
berwenang dan tanda daftar perusahaan '
4, Potokepi Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanalh;
dan Sertipikat hak
§. Surat Ketefangan mengenai kesestaian pefiggiinaan tanah
yang dimohon dengan RTRW setempat, Berita Acars
Penelitian  Lapang/Keterangan mengenai tanah yang
dimohon  tidak terlantar; dan Surat  Keterangan
Pendaftaran Tanal
6. Surat Pernyataan Tidak Sengketa dari Pemolion
7. Surat Persetujuan dari: Kreditur untuk tanah yang masih
dibebani Hak Tanggungan; Dewan Kemisaris/RUPS sesuai
dengan Akta Pendirian/Akta Perubahan (Badan Hukum)
8. Pengantar dan Risalah Pengolahan Data dari Kanter
Wilavah BPN dan/aten dari Kantor Pertanalian
2. | Prosedur¥) 4. penerimaan dan  pencatatan  berkas 2 hati ketja
permohonari
b, penyiapan dan distribusi berkas 2 hari ketja
permohonan
¢, pemeriksaan, penelitian, analisa; | 25 hari kerja
penyiapan bahan pendukung, pengolahan
data, administrast teknis, penyiapan
konsep produk pelavanan dan nata dinas
d. penyiapar, pemeriksaan, verifikasi dan 2 har ketja
persetujuan konsep produk pelayanan dan
nota dinas
e.  penyelesaian prodik pelayanan 6 hari kerja
f.  pencatatan produk pelayanan 2 hari kerja
¢, penyerahan dan pengiriman  produk 2 har kerja
pelayanan
3. | Jangka waktu 41 hari kerja
pelayanan
4. | Biaya/Taril -
5. | Produk pelayanan Surat Izin Pelepasan Sebagian HGU/HGB
6, | Penanganan Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui
pengacluan, sarary layanan pengaduan ATR/BPFN
dan masukan

*) Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Direktur Jenderal

www.peraturan.go.id
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KODE SP: IILF

1ZIN PERUBAHAN PEMANFAATAN /KOMODITAS

dan masukan

1. | Persyaratan 1. Pormulir permohonan bermeterai cukup
2. Fotokopi KTP dan KK pemohon; atau Fotekopi KTP, KK
dan surat kuasa, apabila dikuasakan
3. FPotokopi akta pendirian badan hukum  beserta
perubaliannya (apabila ada perubalan), pengesahan
badan hukum/persetujuan perubahan dari pejabat yang
berwenang dan tanda daftar perusahaan '
4, Potokepi Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanaly
dan Sertipikat hak
S. Surat Ketefangan mengenai kesesuaian penggunaan tanal
yang dimohon dengan RTRW setempat;, Berita Acars
Penelitian  Lapang/Keterangan mengenai tanah yang
dimohon  tidak terlantar, dan Surat Keterangan
Pendaftaran Tanal
6. Surat Pernyataan Tidak Sengketa dari Pemolion
7. Surat Persetujuan dari: Kreditur untuk tanah yang masih
dibebani Hak Tanggungan; Dewan Komiisaris/RUPS sesuai
dengan Akta Pendirian/Akta Perubahan (Badan Hukum)
8. Pengantar dan Risalah Pengolahan Data dari Kantor
Wilayalh BPN dan /atau dari Kantor Pertanalian
2. | Prosedur¥) a. penerimizan dan  pencatatan  berkas 2 hati ketja
permohonsn
b, penyiapan dan distribusi berkas 2 hari ketja
permohenan
¢ pemeriksaan, penelitian; analisa; | 25 hari kerja
penylapan bahan pendukung, pengolahan
data, administrasi teknis, penyapan
konsep produk pelavanan dan nota dinas
d. penyiaparn, pemeriksaan, verifikasi dan 2 har kerja
persetujuan konsep produk pelayanan dan
nota dinas
e, penyelesaian produk pelayanan 6 hari kerja
f.  pencatatan produk pelayanan 2 hari kerja
¢, penyerahan dan pengiriman  produk 2 harn kerja
pelayanan
3. | Jangka waktu 41 hari kerja
pe]ay'aﬂan
4. | Biaya/Taril -
5. | Proditk pelayanan Surat [zin Petubalian Pemanfaatan/Komoditas
6, | Penanganan Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui
pengacluan, sarar. layanan pengaduan ATR/BPFN

*) Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Direktur Jenderal

www.peraturan.go.id
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KODE SP: III.G
[ZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN

1. | Persyaratar. 1. Pormulir permohonan bermeterai cukup
2. Fotokepi KTP dan KK pemohon; atau Fotekepi KTP, KK
dan surat kuasa, apabila dikuasakan
3. FPotokopi akta pendirian badan hukum  beserta
perubaliannya  (apabila ada perubahan), pengesahan
badan hukum/persetujuan perubahan dari pejabat yang
berwenang dan tanda daftar perusahaan '
4, Potokepi Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanalh;
dan Sertipikat hak
S. Surat Ketefangan mengenai kesestaian pefigginaan tanah
yang dimohon dengan RTRW setempat, Berita Acara
Penelitian  Lapang/Keterangan mengenai tanah yang
dimohon  tidak terlantar, dan Surat Keterangan
Pendaftaran Tanal
6. Surat Pernyataan Tidak Sengketa dari Pemolion
7. Surat Persetujuan dari: Kreditur untuk tanah yang masih
dibebani Hak Tanggungan; Dewan Komiisaris/RUPS sesuai
dengan Akta Pendirian/Akta Perubalian (Badan Hukum)
8. Pengantar dan Risalah Pengolahan Data dari Kanter
Wilavah BPN dan/aten dari Kantor Pertanalian
2. | Prosedur¥) 4. penerimaan dan  pencatatan  berkas 2 hati kerja
permohonari
b, penyiapan dan distribusi berkas 2 hari ketja
permohonan
¢, pemeriksaan, penelitian, analisa; | 25 hari kerja
penyiapan bahan pendukung, pengolahan
data, administrast teknis, penyiapan
konsep produk pelavanan dan nata dinas
d. penyiapar, pemeriksaan, verifikasi dan 2 har ketja
persetujuan konsep produk pelayanan dan
nota dinas
e, penyelesaian prodik pelayanan 6 hari kerja
f.  pencatatan produk pelayanan 2 hari kerja
¢, penyerahan dan pengiriman  produk 2 har kerja
pelayanan
3. | Jangka waktu 41 hari kerja
pelayanan
4. | Biaya/Taril -
5. | Produk pelayanan Surat [zin Perubalian Pengguifiaan
6, | Penanganan Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui
pengacluan, sarary layanan pengaduan ATR/BPFN
dan masukan

*) Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Direktur Jenderal

www.peraturan.go.id



35 2017, No.431

KODE SP: IIL.H
SK PENUNJUKAN BADAN HUKUM TERTENTU (KEAGAMAAN DAN SOSIAL)
UNTUK MEMPEROLEH HAK MILIK

1. | Persyaratan i | 1. Permohonan yang sudah diisi dan ditandatangant
pemohen atau kuasanya, bermeteral cukup

2. Fotokopi KTP dan KK pemolion; atan (otokopi KTP, KK dan
surat kuasa, apabila dikussakan

3., Fatokopi akta pendirian badan  hukam  beserta
perubaliannya (apabila ada perubahian), pengesahan
badan hukuni/persetujuan perubahan dari pejabat yang
berwenang, dan Tancda  Daftar Badan Hukum
Keagamaanj Sosial

4, Rekomendasi dari Menteri Agamaj/Menteri Sosial agar
dapat ditunjuk sebagai badan hukum yang dapat
mempunyai Hak Milik Atas Tanalr

5. Surat Keterangan Demisili dari Luraly/Kepala Desa

6. Surat pernyatzan mengenal tanah yang dimiliki /dikuasat
dengan menyebutkan status tanah, letak, loas dan

penggunaannya
2, | Prosecur) .| a, penérimaan dan  pencatatan  berkas 2 hari kerja
permohonan
b, penyiapan dan distribusi berkas 2 hari kerja
permochonan
¢, pemeriksaan, penelitian, analisa, | 26 hari kerja

penyiapan bahan pendukung, pengolahan
data, administrasi tekiis, penylapan
kongep produk pelayarian dan nota dinas
od. wverifikasi dan persetijnan konsep produk 7 hari ketja
pelayanan dan nota dinas
e, penylapan danm pemeriksaan tinal konsep 7 hari kerja
produk pelayanan

f.  penyelesaian produk pelayanan 13 hati ketja
g pencatatan produk pelayanan 2 hari kerja
h. penyeraliann dan  pengiriman  preduk 4 hari kerja
pelayanan '
3. | Jangka waktu | 1 | 68 hart kerja
pelayanan Catatan:

- 63 hari kerja merupakan jangka waktu untik penyelesaiarn
| berkas permohorian,

- Apabila dalsm hart yang sama perhiomonan yang diterima
lebily dari 3 berkas, maka jangka waktu fersebut ditambah
30 persen dari jangka waktu yang ditentukan

4. | Biaya/Tarif p |-

S. | Produk pelayanan 1 | Keputusan Penunjukan Badan Hukum Tertentu (keagamaan,
dan sosial) Untuk memperoleh hak milik
6. | Penanganan . | Penigaduan disampaikan secars lisan maupun tulisan melalui
pengaduan, saran layanan pengaduan ATR/BPN

dan masukan

¥) ‘Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Menteri

www.peraturan.go.id
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KODE SP: 1.1
PENDAFTARAN UJIAN PPAT

1. | Persyaratan Fotokopl e-KTP/KTP
. Pas photo berwarna dengan ukuran 4x6, sebanyak 4
(empat) lembar

3. Fotokopi surat keputusan pengangkatan dan penunjukan
tempat kedudukan Notaris serta berita acara sumpali
jabatan Netaris yang terakhir, bag calon peserta ujian yang
sudah menjabat sebagai Notaris '

4. Fotokopi ijazalh Sarjana Hukum dan [otokopi fjazah Program
Pendidikan Spesialis Notatiat atau Magister Kenotariatan
yang dilegalisir oleh Rektor/Dekain/Pembantu Dekan
Bidang Akademik, atau fotokopi fjazah Strata Satu dan
Program Pendidikan Khusus PPAT yang disclenggarakan
aleh Kementerian yang dilegalisir aleh Ketua Program
Pendidikan Kliusus

5. Surat pernyataan bahwa dokumen vang disampaikan
adalah benar dan apabila: ditemukan data yang Hdak benar
hasil ujian dapat dibatalkan

6. Surat Permohenan Ujian PPAT yang ditujukan kepada
Panitia Ujian PPAT Kementerian ATR/BPN

7 Bukti Setor PNBP Pendaftaran Ujian PPAT

2. | Prosedur *) : | 4 penerimaan  dan  pencatatan  berkas 5 hari ketja
permahionan

b, pemeriksaan, penelitian, penyiapan bahan
pendukung, pengolahan data, administrasi 5 hari kerja
teknis, penyiapan kensep produk pelayanan

e, penyiapan, pemeriksaan, verifikasi dan 4 hari kerja
persetujuan kensep produk pelayanan

IO =

d. penyelesaian praduk pelayarian 3 hari kerja
¢. pencatatan produk pelayanan 2 hari kecja
f.  pengumuman lulus administrasi 1 bari kerja
3. | Jangka waktu | ¢ | 20 hari kerja
pelayanan
4. | Biaya/Tarif o | Sesual ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNEP
yang berlaku pada Kementerian ATR/BFN
5. | Preduk pelayanan i | Surat Penetapan Lulus Administrasi
6. | Penanganan ¢ | Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui
pengaduan, saran layanan pengaduan ATR/BPN

dan magnkan

¥) Sesuai dengan Standar Pelayanan Tertentu urituk Pelaksanaan ujian Surveyor Berlisensi
dan FPAT

www.peraturan.go.id



37 2017, No.431

KODE SP: TIL.J
PELAKSANAAN UJIAN PPAT

1. | Persyaratar. 1. Fotokopi e-KTP/KTP
2. Bukti Seter PNBP Ujian PPAT
3. Kartu Ujian PPAT

2. | Prosedur *) a. pencatatan peserta njian 2 hari kerja
. pemeriksaan, penelitian, penyiapan bahan | 10 hari kerja

pendukung  Ujian, pengolahan  data,
administrasi tekris, Tempat Pelaksanaan
ujian
¢. pelaksanaan ujian PPAT 2 hari kerja
d. pemeriksaan hasil wjian. pengolahan data, | 10 hari kerja
administrasi teknis, dan penyiapan konsep

produk pelayanan

e, verifikasi dan persetijuan kansep produk 4 hari ketja
pelayanan

f. penyelesaian produk pelayanan 4 hari kerja

g pencatatan produk pelayanan dan 2 hari kerja
penyusunan database

I pengumuman Julus wjian dan penyerahan 1 hari ketja
praduk pelayarian
3. | Jangka waktu | ¢ | 35 hari kerja
pelayanan

4. | Biaya/Tarif ¢ | Sesuai ketentuan PP tentang Jenis cdan Taril Atas Jenis PNBP
yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN

5. | Proditk pelayanan ¢ | Surat Keterangan Lulus Ujian PPAT

6, | Penanganan . | Pengaduan disanipaikan secara lisan maupun tulisan melalui

pengacluan, sarar. layanan pengaduan ATR/BFN
dan masukan

*| Sesual dengan Standar Pelayanan Tertentu untuk Pelaksanaan ujian Surveyor Berlisensi
dan FPAT

www.peraturan.go.id
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KODE SP: 1L
PENINGKATAN KUALITAS PPAT

1. | Persyaratan 1. Surat Keterangan Lulus Ujian PPAT
2. Bukti Setor PNBP Peningkatan Kualitas PPAT
2. | Prosedur #) ¢ | & penerimaan  dan pencatatan berkas 2 hari kerja
permolionart
I3, penylapan dan distrilysi berkas 2 hari ketja
permahonan

e, pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan 4 hari ketja
bahan pendukung, pengolahan data,
administrasi teknis, penyiapan konsep
produk pelayanan dan nota dinas

d. pelaksanaan Peningkatan Kualitas PPAT 3 hari kerja
g, peryelesaian dan  werifikagi  produk 2 hari kerja
pelayanan
f. pencatatan produk pelayanan 1 hari kerja
g penyerahan dan  pengiriman  produk 1 hari kerja
pelayanan
3. | Jangka waktti | ¢ | 15 hari kerja
pelayanan
4. | Blaya/Tarif v | Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP
yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN
5. | Produk pelayenan . | Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan PPAT
6. | Penanganan ¢ | Pengaduan disampaikan secara lisan manpun tulisan melalui

pengacluan, saran layanan pengadusan ATR/BPN
dan masukan

) Sesuai dengan Standar Pelayanan P’fmgcmlmn Direktur Teknis
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KODE SP: TIL.L
PEMBERIAN CUTI PPAT (DIATAS 6 BULAN)

1. | Persyaratar. 1. Surat Permohonan
2, Surat Penunjukan PPAT Pengganti dengan menyebutkan
bekerja pada PPAT selama 1 (satu) tahun dan lulusan
Magister Kenetariatan
3. Bukti setor PNBP Pemberian Cuti PPAT
2. | Presedur *) a. penerimaan dan pencatatan berkas 2 hari kerja
permohonan
b, penyiapan dan distribusi berkas 2 hari kerja
permolionan

e, pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan 2 hari kerja
baban pendukung, pengolahan data,
administrasi teknis; penyiapan konsep
produk pelayanan dan nota dinas

d. penylapan, pemeriksaan, verifikasi dan 4 hari ketja
persetijuan kornsep produk pelayanan dan

nota dinas
e. penyelesaian produk pelayanan 4 hari kerja
f. pencatatan produk pelayanan 2 hari kerja
g. penyeralign dan  péngiriman  produk 2 hati kerja
pelayanan
3, | Jangka waktu | | 18 hari kerja
pelayanan
4. | Biaya/Tarif ¢ | Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP
yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN
S. | Produk pelayanan i | 8K Cuti PPAT dan PPAT Pengganti
6. | Penanganan . | Pengaduan disampaikan sevara lisan maupun tulisan melalli
pengaduan, saran layanan pengaduan ATR/BPN

dan masukan

¥) ‘Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Direktur Jenderal
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KODE SP: ILM

PEMBERHENTIAN SEMENTARA PPAT

1. | Persyaratan 1. Surat Pengaduan karena melakukan pelanggaran ririgan
2. Berita Acara Pemeriksaan karena melakukan pelanggaran
ringan atau tempat kedudukan PPAT herbeda dengan
tempat notarisnya dan atau tersangka atau menjalani
bukumean kurungan
3. Neta Pembelaan dari PPAT yang bersangkutan
4, Berita Acara Pemeriksaan PPAT dari Kantor Pertanahan
dan wsulan pemberhentian kepada Menteri ATR/Kepala
BPN melalui Kepala Kantor Wilayah BPN
2, | Prosedur #) a. penerimaan dan  pencatatan  berkas 2 hari kerja
permoharnan
b.  penyiapan dan distribusi berkas 2 hari kerja
permohoran
e, pemeriksaan, penelitian, analisa, 5 hari kerja
penyiapan bahan penduking, pengolahan
data, administrasi teknis, penylapan
korigep produk pelayanan dan nots dinas
d. verifikasi dan persetujuan kensep produk 7 hari ketja
pelayanan dan nota dinas
e. penyiapan dam pemeriksaan final konsep 7 hari kerja
produk pelayanan
[ penyelesaian prodiik pelayanan 13 haii ketja
g pencatatan produk pelayanan 2 hari kerja
h. penyerahan dan pengiriman  preduk 4 hari kerja
pelayanan
3. | Jangka wektu 42 hari kerja
pelayanan
4. | Biaya/Tarif Sesuai ketenitusn PP tentang Jenis dan Taril Atas Jenig PNBP
vang berlaku pada Kementerian ATR/BFN
5. | Produk pelayanan 8K Pemberhentian Sementara
6. | Penanganan Pengaduan disampaikan seecara lisan maupun tulisan melalui

pengaduan,

saran
dan masukan

layanan pengaduan ATR/BPN

*)

Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Menteri

www.peraturan.go.id
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KODE SP: IILN

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PPAT

2017, No.431

1. | Persyaratar.

Surat Permiohionan Pemberhentian dengan hormat dengan
alasan sakit/ menjadi pejabat Negara/alasan lain sesual dengan

2. | Prosedur #)

ketentuan

a. penerimaan dan  pencatatan  berkas 2 hari kerja
permohonan

b penyiapan dan distribusi berkss 2 har kerja
permohonan

¢. pemeriksaan, penelitian, analisa, 5 hari ketja
penyiapan bahan pendukung, pengelahan
data, administrasi teknis, penyiapan
kongep preduk pelavanan dan pota dinas

d.  verifikasi dan persetujuan kensep produk 7 hari kerja
pelayanan dan nota dinas

¢, penyiapan dan pemeriksaan final konsep 7 hari kerja
produk pelayanan

[.  penyelesaian produk pelayanan L3 hari kerja

g, pencatatan produk pelavanan 2 hari kerja

h. penyerahan dan pengiriman  produk 4 hari ketja

pelayanari

dan masukan

3. | Jangka waktu 42 hari kerja
pelayanan

4. | Biaya/Tarif -

5. | Produk pelayanan SK Pemberhentisn dengan hormat

6, | Penanganan Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalni
pengaduan, saran layanan pengaduan ATR/BEN

9 Sesual dengan Standar Pelayanan Pengesahan Menteri

www.peraturan.go.id
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KODE SP: IIL.O
PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT PPAT

1. | Persyaratan v |1, Surat Pengaduan karena melakukan pelanggaran berat

2., Berita Acara Pemeriksaan karena melakukan pelanggaran
berat, menjadi tersangka dan/atau terpidana atau
menjaland bukumean kurungan dengan ancaman hukuman
5 tahun

3. Nota Pembelaan dari PPAT yang bersangkutan

4,  Berita Acara Pemeriksaan PPAT dari Kantor Pertanahan

5. Usulan pemberhentian kepada Menteri ATR/Kepala BPN
dari Kantor Pertanahan melalui Kepala Kantor Wilayah
BPN

2, | Prosedur #) . | & penerimaan dan < pencatatan  berkas 2 hari kerja

permohonan

b. penyiapan dan distribust berkas 2 hari kerja
permchonan

¢ pemeriksaan, penelitian;, analisa, 5 hati kerja

penyiapan bahan penduking, pengolahan
data, administrasi tekris, penyiapan
korigep produk pelayanan dan nota dinas
d. verifikasi dan persetujuan kensep produk 7 hari ketja
pelayanan dan neta dinas
e, penyiapan dan pemeriksaan final konsep 7 hari kerja
produk pelayanan

[, penyelesaian produk pelayanan 13 hari kerja
g, pencatatan produk pelayanan 2 hari ketja
h. penyerahan den pengiriman  produk 4 hari kerja
pelayanan
3. | Jangka weaktu | 1 | 42 hari kerja
pelayanan
4. | Biaya/Tarit V-
5. | Produk pelayanan . | 8K Pemberhentian dengan Hdak hormat
6. | Penanganan : | Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui
pengaduan, saran layanan pengaduan ATR/BPN

dan masukan

%) Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Menteri

www.peraturan.go.id
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KODE SP: IILP
SALINAN SK PENGANGKATAN PPAT

1. | Persyaratan : | 1. Permichonan

Surat Keterangan hilang/rusak 8K PPAT dari Kepelisian
atau Surat Pernyataan dari pemchon maksud permohonan
3. Bukti setor PNBP Salinan SK Pengangkatan PPAT

o

2. | Prosedur *) ! || penerimaan  dan  pencatatan berkas 2 hari kerja
permohonan

b, penyiapan dan distribnisi berkas 2 har ketja
permohornian

e. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan 2 hari kerja

balian  pendukung, pengelahan data,
administrasi teknis, penylapan konsep
produk pelayanan dan nota dinas

d. penyiapan, pemeriksasn, verifikasi dan 4 hari ketja
persetujtian kensep produk pelayanan dan
nota dinss

e. penyelesaian produk pelavanan 4 hari ketja
[ peuncatatan produk pelayanan 2 hari kerja
g penyerahian dan  pengmriman  produk ‘2 hari kerpa
pelayanan
3, |Jangka waktu | ¢ | 18 hari kerja
pelayanan
4. | Biaya/Tarif © | Sesuan ketentuan PP tentang Jenis dan Taril Atas Jenis PNBP
’ vang berlaku pada Kementerian ATR/BPN
5. | Produk pelayanan . | Salinan SK PPAT
6, | Pertanganan + | Pengadusn digsampaikan secara ligan manpun tulisan melaliii
pengaduan, saran layanian perigaduan ATR/BPN

dan masukan

) Sesual dengan Standar Pelayaman Pengesalian Direktur Jenderal

www.peraturan.go.id
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dan masukan

KODE SP: TILQ
PERUBAHAN DATA PPAT
1. | Persyaratan 1. Surat Permohonan
2. ‘Surat Keterangan Perubahan
3. Bukti-bukti pendukung tentang perubahan data PPAT yang
dapat berupa: Fotokopi KTP yang dilegalisir; Akta Kelaliiras,
Putusan/Penetapan Pengadilan vang berkekuatan bukum
tetap; dan Fotokopi [jazal S1 dan ataun 82 dan atau S3 yang
dilegalisir ‘
4. Bukt setor PNBP Perubalian Data PPAT
2, | Prosedur *) . penerimaan dan  pencatatan  berkas 2 har kerja
permohonan
| by penyiapan dan distribusi berkas 2 hari kerja
permohonan
. pemeriksaan, penelitian, analisa. 2 hari kerja
penyiapan bahan pendukung, pengolahan
data, administrasi teknis, penyiapan
konsep produk pelayanan dan nota dinas
d, penyiapan, pemeriksaan, verifikasi dan 2 hari kerja
persetujuan konsep produk pelayanan dan
nota dinas
| e. penyelesaian produk pelayanan 2 hari kerja
f. penecatatan produk pelayanan 1 hari kerja
g, penyeralian dan  pengitiman  produk 1 hari kerja
pelayanan
3. | Jangka waktu 12 hari kerja
pelayanan
4. | Biaya/Tarif Sesuar ketentuan PP tentang Jenis dan Taril Atas Jenis PNBP
yang berlaka pada Kemeuterian ATR/BPN
5, | Produk pelayanan Surat Perubahian Data PPAT
&, | Penanganan Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui
pengaduan, ‘saran layanan pengaduan ATR/BPN

*)  Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Direktur Teknis

www.peraturan.go.id
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KODE SP: IILR
PERPANJANGAN MASA JABATAN PPAT

1. | Persyaratan ;| 1. Surat Permohenan perpanjangan masa kecja PPAT
2. FPotokepi SK dan Berita Acara Pelantikan yang dilegalisir
3. Surat kesehatan jasmani dan roham dari Rumah Sakit
Umum
4. Surat Rekomendasi dari Kepala Kantor Pertanahan di

tempat kedudukan PPAT mengenai Kinerja PPAT selama
‘menjalbat dan tidak pernah dikenakan sanksi
5. Bukti setor PNBF perpanjangan masa jabatan PPAT

2, | Prosedur *) . | &, penerimaan dan  pencatatan berkas 2 hari kerja
permohonan

b, penyiapan dan distribusi berkas 2 hari kerja
permohonan

¢ pemeriksaan; pereliian, analisa; penyiapan 7 hari kerja

bahan  pendukung, pengelahan data,
administrasi teknis, penyiapan Konsep
produk pelayanan dan nota dinas
d. verifikasi dan persetujuan konsep produk 7 hari kerja
pelayanan dan nota dinas
e. peayiapan dan pemeriksaan [(inal konsep 7 hari kerja
produk pelayanan

[. penyelesaian produk pelayanan 13 hari Rerja
g, pencatstan produk pelaysnan 2 hari kerja
h. penyeralian  dan  pengiriman  produk 4 hari ketja
pelayanan
3. | Jangka wakhu | ¢ | 42 hari kerja
pelayanan
4, | Biaya/Tarit 1 | Sesual keterituan PP tentang Jeris dan Taril Atas Jenis PNBP
yarnig berlaky pada Kementerian ATR/BPN
5. | Produk pelayanan : | 8K Perpanjangan masea jabatan PPAT
6. | Penanganan ¢ | Pengaduan disampaikan seeara lisan maupun tulisan melalut
pengaduan; saran layanan pengaduan ATR/BPN

dan masukan

¥ Sesuai dengan Standar Pelayansan Pengesalian Menteri

www.peraturan.go.id
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EODE SP: 1IL.S

PENGANGKATAN PERTAMA KALI PPAT

1. | Persyaratan 1. Surat permohonan pengangkatan sebagai FPAT dan daftar
riwayat hidup '
2. Fotokepi surat keterangan lulus ujian PPAT
3. Fotokopi sertitikat magang dari Kantor Pertanahan dan
Kantor PPAT (bagi yang belum netaris)
4, Fotokepi sertifikat pelatihan dasar
5. surat keterangan berupa catatan kepelisian (SKCK] yang
dibuat oleh pejabat yang berwenang;, dan surat keterangan
seliat jasmant dan rohani serta bebas narkoba, dari dokter
rumah sakit pemerifitah
6. fotokopi surat keputusan pengangkatsan dan penurnjukan
tempat kedudukan Notaris serta Dberita acara sumpah
jabatan Notaris yang terakhir, bagi calon PPAT yang sudali
menjabat sebagai Notaris
7. surat pernyataan bermeterai cukup mengenai: Ticdak
rangkap jabatan; Kesediaan ditunjuk sebagai penerima
protekel dari PPAT lain; dan menyatakan bahwa dekumen
vang disampaikan adalal benar dan apabila ditemukan
dokumen tidak benar maka hasil ujian dan keputusan
pengangkatannya sebagai PPAT dibatalkan
8. Bukd setor PNBP Pengangkatan Pertama Kali PPAT
2. | Prageduir #) a, penyiapan hahan pendukung, pengplahan | 1O har kerja
data, administrasi teknis, penyiapan konsep
produk pelayanan
I, penyiapan, pemeriksaan, verifikasi dan _ .
persetujuan kensep produk pelayanan 4 bari kegls
¢ verifikasi dan persetujuan kensep produk 2 hari kerja
pelayanan dan nota dinas
d. peryiapan dan pemeriksaan final konsep 7 har kerja
produk pélayanan
e. penyelesaian produk pelayanan 13 hari kerja
f. pencatatan preduk pelayanan 2 hari kerja
g. penyeralign produk pelayanan 4 hari ketja
3, | Jangka waktu | | 42 hari kerja
pelayanan
4. | Biaya/Tarif Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP
yvang berlaku pada Kementerian ATR/BPN
5. | Proditk pelayanan SK Pengangkatan Pertama Kali
6, | Penanganan Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui
pengaduan, saran layanan pengaduan ATR/BPN
dan masukan

)  Sesual dengan Standar Pelayanan Tertentu untuk Pengangkatan Surveyor Berlisensi dan

PPAT

www.peraturan.go.id
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KODE SP: IILT
PENGANGEKATAN KEMBALI PPAT

.

1. | Persyaratan Surat Permolhionan dilengkapi fotokopi e=KTF/KTP

2. Fotokopi legalisir SK PPAT yang lama; SK Notans dan
Berita Acara Sumpah

3. Surat Keterangan Kualitas dan Kuantitas Akta PPAT dari
Kantor Pertanahan; Surat Rekomendasi dari Pengurus
PPAT wilayah: dan Surat kesehaten jasmani dan rohani
dari rumah sakit umum

4. Surat pemberitahiuan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN

5. Bukti setor PNBP Pengangkatan Kemibali PPAT

6. Burat Pennnjuksn Protokel PPAT dan Berita Acata
Penyeralian Protokal PPAT

2. | Prosedur #) : |a. penerimaan dan  pencatatan  berkas 2 hari ketja
permohcnan ‘
b penyiapan dan distribusi berkas 2 hari kerja
permechenan
¢. pemeriksaan, penelitian, analisa, | 13 haii ketja

penyiapan bahan peridukimng, pengolahan
dats, administrasi teknis, penyiapan
karisep produk pelayanan dan nota dinas
d. verifikasi dan persetujuan konsep preduk 7 hari kerja
pelayvanan dan nota dinas

e. penyiapan dan pemeriksaan final konsep 7 hari kerja
produk pelayanan
{.  penyelessian produk pelayanan 13 har kerja
g. pencatatan produk pelayanan 2 hari ketja
h. penyeralian dan  pengiriman  produk 4 hari kerja
pelayanan
3. | Jangka walkti | @ | 48 hati kerja
pelayanan
4, | Biaya/Tarif ;| Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP
yang berlaku pada Kementerian ATR/BFN
5. | Produk pelayanan i | SK Pengangkatan Kemibali PPAT
6. | Penanganan : | Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalut
pengadnarn, SArar layanan penigadiian ATR/BPN

dan masukan

¥ Besuai dengan Stancar Pelayanan Pengesahan Menteri

www.peraturan.go.id
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KODE SP: IV.A

PETA ANALISIS PENATAGUNAAN TANAH HITAM PUTTH

1. | Persyaratan 1. Formulir Permohonan
2. Fotokop KTP dan KK pemohon; atau Fotekepi KTP, KK dan
surat kuasa, apabila dikuasakan
2. | Prosedur %) a. penerimaan dan  pencatatan berkas 2 hari kerja
permsehonan
b, penylapan dan distribuisi berkas 2 har kerja
permaohonam
¢. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan 2 hari ketja
bahan  pendukung, pengelahan data,
administrasi teknis, penylapan konsep
produk pelayanan dag nota dinas
d. penylapan, pemeriksaan, verifikasi dan 2 hari kerja
persetijuan konsep produk pelayanan dan
nota dinas
e, penyelesaian produk pelayanan 2 hari kerja
f. pencatatan preduk pelayanan 1 hari kerja
g penyerahan dan  pengiriman  produk 1 hari kerja
pelayanan
3, | Jangka waktu 12 hari kerja
pelayanan
4. | Biaya/Tarif Sesuai ketentuan PP tentang Jenis can Taril Atas Jenis PNBP
yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN
3. | Produk pelayanan Peta Analisis Penatagunaan Tanah
6. | Penanganan Pengaduan disampaikan secara lisan manpun tulisan melalui
pengadiian, saran layanan pengaduan ATR/BPN
dan masukan
¥ Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Direktur Teknis
KODE SP: IV.B
PETA ANALISIS PENATAGUNAAN TANAH KERTAS BERWARNA
1. | Persyaratan L. Fermulir Permotonan:
2. Potekepi KTP dan KK pemshon; atau Fotokepi KTP, KK dan
surat kuasa, apabila dikuasakan
2. | Prosedur *) a. penerimasn  dan  pencatatan  berkas 2 hari ketja
permalionan
b. penyiapan dan distribusi berkas 2 hari ketja
permohionan
¢, pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan 2 hari kerja
batan  pendukung, pengelahan data;
administrasi teknis;, penyiapan konsep
produk pelayanan dan nota dinas
d, penyiapan, pemeriksaan, verifikasi dan 2 har kerja
persetujuan konsep produk pelayanan dan
nota dinas
e. penyelesaian produk pelayanan 2 hari kerja
f. pencatatan produk pelayenan 1 hari kerja
g. penyerahian  dan  pengiriman  produk 1 hati ketja
pelayanan
3. | Jangka waktu 12 hari kerja
pelayanan
4. | Biaya/Tarif Sesuai ketentuan PP tentang Jenis can Taril Atas Jenis PNBP
yang berlaku pada Kemenlerian ATR/BPN
5. | Produk pelayarnan Peta Analisis Penataginaan Tanah
6, | Penanganan Pengadnan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui
pengacluan, saran layanan pengaduan ATR/BFN
dan masukan

|

Segniai dengan Standar Pelayanan Pengesalian Direktur Teknis

www.peraturan.go.id
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KODE SP: 1V.C
DIGITAL DALAM FORMAT MULTIMEDIA SKALA = 1 : 10.000

1. | Persyaratan ¢ | 1. Formulir Permoehonan
2. Fotokopi KTP dan KK pemohon; atau Fotekepi KTP, KK dan
surat kuasa, apabila dikuasakan

2. | Prosedur %) ¢ | & penerimaan dan  pencatatan  berkas 2 hari kerja
permehonan

by penylepsrn dar distribusi berkas 2 hari kerja
permaohonam

¢, pemeriksaan, penelitian, analisa, 2 hari ketja

penyiapan bahan pendukung, pengelahan
data, administrasi teknis, penyiapan
konsep produk pelayanan dan nota dinas

d. penylapan, pemeriksaan, verilikasy dan 2 hari kerja
persetijuan konsep produk pelayanan dan
nota dinas
e, penyelesaian produk pelayanan 2 hari kerja
f. pencatatan preduk pelayanan 1 hari kerja
g penyerahan dan pengiriman produk 1 hari kerja
pelayanan
3, | Jangka waktu | & | L2 hari kerja
pelayanan
4. | Biaya/Tarif i | Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Taril Atas Jenis PNBP
yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN
3. | Produk pelayanan : | Digital Multimedia Skala < 1 : 10.000
6. | Penanganan ¢ | Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui

pengadiian, saran layanan pengaduan ATR/BPN
dan masukan

* Sesual dengan Standar Pelayanan Pengesalian Direktur Teknis

KODE. SP: IV.D
DIGITAL DALAM. FORMAT MULTIMEDIA SKALA 1 : 10.000 - 1: 50,000

1, | Persyaratan o | 1. Farmulir Permaohionan
2, Fotokopi KTP dan KK psmohomn, atau Fotokopi KTP, KK dan
surat kuasa, apabila dikuasakan

2. | Prosedur *) i | & penerimaan dan  pencatatan  berkas 2 hari kerja
permehonan

b, penyiapan dan distribusi berkas 2 hari kerja
permohonéan

¢. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan 2 hari kerja

bahan  pendukung, pengolalian data,
administrasi teknis, penyiapan konsep
produk pelayanan dan netardinas ]

d. penyiapan; pemeriksaan. verifikasi dan 2 hari kerja
persetujuan konsep produk pelayanan dan
nota dinas

e, penyelesaian produk pelayarnan 2 hari kerja
f. pencatatan produk pelayanan 1 hari ketja
g penyeralian dan  pengiriman  produk 1 hari kerja
pelayanan
3. [ Jangka wakt | ¢ | 12 hari kerja
pelayanan

4, | Biaya/Tarif o | Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP
varig berlaku pada Kementerian ATR/BPN

5. | Produk pelayanan ;| Digital Multimedia Skala 1 . 10.000 - 1 . 50.000

6. | Penanganan i | Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalut

pengaduan, saran layanan pengaduan ATR/BPN
dan masukan

*)  Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesalian Direktur Teknis

www.peraturan.go.id
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KODE SP: ITV.E

DIGITAL DALAM FORMAT MULTIMEDIA SKALA 1 : 50.000 - 1@ 100.000

1. | Persyaratan ¢ | 1. Formulir Permoehonan
2. Fotokop KTP dan KK pemohon; atau Fotekepi KTP, KK dan
surat kuasa, apabila dikuasakan
2. | Prosedur %) ¢ | & penerimaan dan  pencatatan berkas 2 hari kerja
permsehonan
b, penylapan dan distribuisi berkas 2 har kerja
permaohonam
¢, pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan 2 hari ketja
bahan  pendukung, pengelahan data,
administrasi teknis, penylapan konsep
produk pelayanan dag nota dinas
d. penyiapan, pemeriksaan, verifikasi dan 2 hari kerpa
persetijuan kKonsep produk pelayanan dan
nota dinas
e, penyelesaian produk pelayanan 2 hari kerja
f. pencatatan preduk pelayanan 1 hari kerja
g penyerahan dan  pengiriman  produk 1 hari kerja
pelayanan
3, | Jangka waktu 12 hari kerja
pelayanan
4. | Biaya/Tarif Sesuai ketentuan PP tentang Jenis clan Taril Atas Jenis PNBP
yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN
3. | Produk pelayanan Digital Multimedia Skala 1 - 50.000 - 1 - 100.000
6. | Penanganan Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui
pengaduar, saran layanan pengaduan ATR/BPN
dan masukan

¥ Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Direktur Teknis

DIGITAL DALAM FORMAT MULTIMEDIA SKALA > 1 : 100.000

KODE SP: IV.F

1. | Persyaratan |+ | 1. Formulir Permchonan
2. Potokopi KTP dan KK pemchion; atau Fotekepi KTP, KK dan
surat kuasa, apabila dikuasakan
2. | Prosedur ¥ ¢ | &, penerimaan  dan  pencatatan  berkas 2 hati kerja
permahonar
b. penyiapan dan distribusi berkas 2 hari ketja
permohonan
¢, pemeriksaan, penelitian, analisa, penylapatn 2 hari kerja
bakan  pendukung, pengelahan data;
administrasi  teknis; penylapan konsep
produk pelayanan dan nota dinas
d. penyiapar, pemeriksasn, verifikasi dan 2 har kerja
persetujuan konsep produk pelayanan dan
nota dinas
e. penyelesaian produk pelayanan 2 hari kerja
f. pencatatan produk pelayanan 1 hari kerja
g penyerahan dan  pengiriman  produk 1 hati ketja
pelayanan
3. | Jangka waktu [2 hari kerja
pelayanan
4. | Biaya/Tarit Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP
vang berlaku pada Kementerian ATR/BPN
5. | Produk pelayanan Digital Multimedia Skala > 1 i 100:000
6, | Penanganan Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui
pengaduan, SATATL layanan pengacduan ATR/BPN
dan masukari

¥ Sesuai dengan Standar Pelayanar Pengesalian Direktur Teknig

www.peraturan.go.id
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KODE SP: IV.G

PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM

DAN TANAH ABSENTEE

1. | Persyaratan

Surat Permohonan Kepala Kantor Pertanahan dingjukan

kepada Metteri ATR /Kepala BPN mielalui Kepala Kantor Wilayah

BPN ataui Stirdat Permohonan Kepala Kantor Wilayali BPN

ditujiikan kepsda Menteri ATR/Kepala BPN, dengan lampiran:

STP3/Suirat wajily lapor

Berita Acara sidang PPL dan Berita Acara penelitian lapang

Perhitungan penetapan ganti kerugian; Perhitungan harga

tanah rata-srata lima tahun terakhir; dan EKeputusan

Bupati/Walikota tentang Hasil Bersih Rata-Rata Tanal

Sawal: dan Tanal Darat

Daftar penerima redistribusi den 8I¢ Redistribusi

Peta rimeikan (jika redistribusi dilakukan di atas talun

1990)

Surat keterangan demisili penerima ganti rugr, Surat

keterangan waris; Surat keterangan kematian (jika bekas

pemilik mieninggal dunia)

7. Burat pernyataan Kesediaan menefima ganti fugl dari
bekas pemilik atau ahli warisnya

8, Burat kuasa yang ditandatangani penerima ganti Tugi
sebagal pemberi kuasa bermaterel

9. Nemor rekening bank a.n. bekas pemilik atau ahli waris

Wk~

o1&

2)

2. | Prosedur *)

a. penerimaan cdan  pencatatan  berkas 2 hari kerja
permichonan

b. penyiapan dan distribusi berkag 2 hari kerja
permchonan

¢, pemeriksaan, penelitian, analisa, | 20 hari kerja

penyiapan bahan pendukimg, pengolahan
data, administrasi teknis, penyiapan
kensep produk pelayanan dan nota dinas

d. verifikasi dan persetujuan konsep produk | 7 hari kerja
pelayanan dan nota dinag

(L

penyiapan dan pemeriksaan final korisep 7 har kerja
produk pelayanan

f.  penyelesaian produk pelayvanan [3 hari kecja

g, pencatatan produk pelayanan 2 hari kerja
h. penyerahan dan pengiriman  produk 4 hari kerja
pelayanan

pelayanan

3. | Jarigka waktu

&7 hari kerja

4. | Biaya/Tarif

5. | Produk pelayanan

SK Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanab
Absentee

6. | Penangsrian

dan masukan

pengaduan, saran

Perigaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui
layanan pengaduan ATR/BFN

9 Sesusi defigan Standar Pelayanan Pengesahan Metiteri
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KODE S$P: IV.H

PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN TANAH PARTIKELIR

1. | Persyaratan Surat Permolionan Kepala Kantor Pertanahan dituojukan
kepada Menteri ATR/Kepala BPN melalui Kepala: Kantor Wilayah
BPN atau Surat Permchonan Kepala Kantor Wilayah BPN
ditujukan kepada Menteri ATR/Kepala BPN, dengat lampiran:
L. Surat permolienan dari bekas pemilik /abili waris
2. 8K kesediaan membayar ganti rugl dari pemerintah
3. Surat keterangan pendaftaran tanah
4. Daltar perhitungan besarnya ganti rugi
5. Burat kematian dan penetapan ahli waris (bila peimegang
hak telah meniggal)
6. Burat kuasa dari bekas pemilik/ahli waris (apsbila
dikuasakan)
7. Surat pernyataan kesediaan menerima ganti rugi
8. Surat keterangan domisili penerima ganti rugi dari Kepala
Desa/Lural dilampiri KTP ‘
9. Nemer rekening bank a.n, hekas pemilik atau ahli wans
10, Peta bideng tanah yang dimohon
11. Putusan pengadilan (apabila prosesnya melalul lembaga
peradilan/gugatan)
2. | Prosedur *) A, penerimaan dan  pencatatan  berkas 2 hati ketja
permchonan
b. penyiapan dan distribusi berkas 2 hari kerja
permohionan
e, pemeriksaan, penelitian;, analisa, | 20 hari kerja
penyiapan bahan pendukung, pengolahan
data, administrasi teknis, penyiapan
kongep produk pelayanan dan nota dinas
d.  verifikasi dan persetujuan kongep produk 7 har kerja
pelayanan dan rdta dinas
e. penyiapan dan pemeriksaan final kensep 7 hari ketja
preduk pelayanan l
[,  penyelesaian produk pelayanan 13 hari kerja
g pencatatan produk pelayanan 2 hati kerja
h, penyerahan dan pengiriman produk 4 hari kerja
pelayanan
3. | Jangka waktul 57 hari ketja
pelayanan
4. | Biaya/Taril -
5, | Produk pelayanan SK Gariti Kerugian Tanah Partikelir
6. | Penanganan Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui
pengaduan, saran’ layanan pengaduan ATR/BPN
dan masukas

1 Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Menteri
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KODE SP: IV.I
PENGELUARAN TANAH DARI OBYEK LANDREFORM
PADA LOKASI TOL YANG BELUM PERNAH DIREDISTRIBUSIKAN

1. | Persyaratan i | Surat Permohonan Kepala Kantor Pertanahan ditujukan
kepada Menteri ATR/Kepala BPN melalui Kepala Kantor Wilayah
BPN &tau Surat Permohonainn Kepala Kantor Wilayali BPN
ditigukant kepada Menteri ATR/Kepala BPN, dengan lampiran:

L. riwayat tanahi

2, akta pernyataan oper alih/tanah garapan

3. peta bidang

4. peta penggunaan tanah dan petunjuk lokasi

8. hasil penelitian administrasi dan lapangan

6. BA sidang PPL

7. SK Penegasan TOL untuk Tanali Negara

8. Surat Tanda Penerimaan Penyerahan liak dan Pemberian
ganti kerugian atas tanali kelebilvan maksimum/absente
(STP3)/buku register $TP3. untuk tanah kelebihan
maksimiim atau tanah absentee

2. | Pragedur #) .| a  penerimaan dan  pencatatan  berkas 2 har kerja

permohonan

b.  penyiapan dan distribusi berkas 2 hari kerja
permohonan

¢, pemeriksaan; penelitian; analisa; | 15 hari kerja

penyiapan bahan pendukung, pengolahan
data, administrasi teknis;, penylapan
konsep produk pelayanan dan nota dinas
d. verifikasi dan persetujuan konsep produk 7 hari kerja
pelayanan dan nota dinas
e, peaylapan dan pemeriksaan final konsep 7 hari kerja

produk pelayanan
[.  penyelesaian produk pelayanan 13 hari Rerja
g. pencatatan produk pelayanan 2 hari kerja
h. penyeralian dan pengiriman  produk 4 hari ketja
pelayanan
3. | Jangka waktu | ¢ | 52 hari kerja
pelayanan
4. | Biaya/Tarif s -
5. | Produk pelayanan 1 | 8K Pengeluaran Tanah Obyek Landreform
6. | Penanganan i | Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalut
pengadiran, saran layanan pengaduan ATR/BPN

dan masukan

9 Sesual dengan Standar Pelayanan Pengesahan Menteri
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KODE SP: V.A
PERMOHONAN SK HGU, HGB, HP (BUMN) DAN HPL (INSTANSI PEMERINTAH)

1. | Persyaratan H Persya:ratan pemberian Hak Guna Usaha (BUMN):
Formulir permohionan bermeteral cukup

2. Fotokopi KTP dan KK pemohon, atau Fotokom KTP, KK dan
surat kuasa, apabila diknasakan

3, Fotokopi akta pendirian badan hukum beserta perubahanoya

(apabila ada perubahan), pengesahan badan

hukum/persetujuan perubahan dari pejabat yang berwenaig

dan tanda daftar perusaliaan
4. Rekapitulasi perolehan tanah dan peta vekapitilasi perolehan
tanali yang telali diverifikasi dan divalidasi oleli Kantor

Wilayah BPN

5. lzin/rekomendasi/keterangan dari instansi terkait, vang
memuat; izin lokasi seésnai rencana tata rueng; izin usaha
dari instansi yang berwenang; dan surat keterangan bahwa
tanah yang dimolion tidak termasuk dalam areal gambut,
kawasan hutan dan areal yang terbakar sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

6. Peta bidang tanah (inti dan plasma)

7. Persetujuan penanaman modal bag perusahaan yang
menggunakan (asilitas penanaman modal dari instansi teknisy

8. Perjanjian kerjasama kemitraan dengan masyarakat sekitar
vang dilampiri dengan daftar peserta plasma yang ditunjuk
berdasarkan wusulan dari camat daii lural/kepala desa
setempat yang dltetapkan oleli bupati /walikota/pejabat yang
ditunjuk

9. Rencana pengusahaan tanah jangka pendek dan jangka
panjang (proposal)

10, Surat pernyataan bermeterai yang ditanda tangani oleh
direksi perusahaan/kussanya, yang menuat *:

a. rekapitulasi perolehan tanah; dan tanah yang dimolion
dikuasai secara fisik, tidak terdapat konllik/sengketa/
perkara dan keberatan dari pilak lain serta tidak sedang
dijaminkan

b, peserta plasma adalah benar-benar masyarakat sekitar
dan atau masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai
peserta plasma )

¢. kesanggupan membangun kebun  plasma dan
melaksanakan tanggung jawal sosial dan lingkungan

d. bersedia melepaskan hak atas tanahnya apabila
diperlukan bagi pembangunan untuk kepentingan umum

11. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B

12. Pengantar dari Kantor Wilayah BPN atau Kantor Pertanahan

Persyaratan Pemberian HGE/HP (BUMN):

1. Formulir permochonan bermeterai cukup

2. Fotokopi KTP dan KK pemohon; atan Fotokopi KTP, KK dan
surat kuasa, apabila dikuasakaf

3. Fotokopi akta pendirian hadan hokum beserta perubahannya
(apabila ada perubahan), pengesahan badan
hukum/persetujuan perubahan dari pejabat yang berwenang
dan tanda daftar perusahaan

4, Rekapitulasi Perolehian Tanah dan Peta Rekapitulasi
Perolehan Tanah (apabila perolehan tanahnya lehibh dari 1
(satu) bidang)

5. lzin lokasi atan izin penunjukan penggunaan tanah (sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)

6. Peta Bidang Tanah

7. Rencana pengusahaan tanah jangka pendek dan jangka
panjang (proposal) ‘

8, Surat Pernyataan bermeterai cukup, yang memuoat:
Penguasaan Fisik Tanali dan Tanah Tidak Dalam Keadaarn
Sengketa: Jumlah bidang. luas dan status tanah yang telali
dimiliki Pemohon (termasuk tanah dimochon): dan bersedia
melepaskan hak atas tanahnya apabila dipergunakan bagi
pembangunan untuk kepentingan uwmum

9. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A

10, Pengantar darl Kantor Wilayah BPN dan Kamntor Pertanahan

www.peraturan.go.id
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Persyaratan permohonan HPL:

1. Fermulir permehoenan bermeterai cukup

2. Fotokopi KTP dan KK pemochon; atau Fotokopi KTP, KK dan
surat kuasa, apabila dikuasakan

3. Proposal penianfadtan/pengguaaan tanall

4, Penetapan lokasi atean izin penunjukan pengginaan tanal

(apabila dipersyaratkan)

Surat keterangan wmrengenai kesesuaian penggunaan tanah

dengan tata ruang 'dari instansi terkaies dan bahwa tanal

yang dimohon berada di luar kawasan hutan dari instansi

terkait

6, Rekapitulasi Perolehan Tanah dan Peta Rekapitulasi
Perolehan Tanah (apabila perolehan tanahnya lebih dari 1
(satu) bidang)

7. Peta Bidang Tanali

8. Surat Pernyataan bermeterar cukup yang —memuat
Penguasaan Fisik Tanah: dan Tanali Tidak Dalam Keadaan

w

Sengketa
2. | Prosedur *) . | a. penerimaan dan pertcatatan berkas 2 hari kerja
permohonan
b. penyiapan dan distribusi berkas permohonan 2 hari kerja

e, pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan | 39 hari kerja
bahan pendukung, pengolahan data,
administrasi teknis, penylapan konsep
produk pelayanan dan nota dinas

d. verifikasi dan persetujuan konsep produk 7 hari kerja

pelayangn dan nota dinas

penyiapan dan pemeriksaan final konsep 7 hari kerja

@

produk pelavanar
[ penyelesaian produk pelayanan 13 hari kerja
g, pencatatan produk pelayanan 2 hari kerja
h. penyerahan dan pengiriman produk 4 hari kerja
, __pelayanarn
3. | Jangka waktu | ¢ | 76 hiari kerja
pelayanan
4. | Biaya/Tarif V-
5. | Prodiik pelayanan i | Surat Keputusan Pemberian HGU/HGB/HP dan HPL
6. | Penanganan i | Perigaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalii
pengaditan, sardan darn layanan pengaduan ATR/BPN
masukan

9 Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahian Menteri
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KODE SP: V.B
PERMOHONAN SK PERPANJANGAN /PEMBAHARUAN HGU, HGB, HP (BUMN)
1. | Persyaratan . | Permohonan perpanjangan/ pembaruan HGU:

1 Formulir permohonan bermeterai eukup

2. Fotokopl KTP dan KK pemohon; atau l"otokopl KTP, KK dan
sufat kuasa. apabila dikuasakan

3. Fotokopi akta pendirian badan hukum  beserta

perubaliannya (apabila ada perubahan), pengesahan

badan hukum/persetujuan perubahan dari pegjabat yafg

berwenang dan tanda dattar perusaliaan

Sertipikat Hak Guna Usaha atau fotokopinya yang dilegalisir

Peta Bidang Tanah hasil penguluran u Uli;ng

Pertimbangan Tekriis Pertanahan

Surat keterangan pendaftaran tanah; surat keterangan hasil

penilaian usaha dari instansi teknis; surat keterangan terkait

gambut dan ftanal terbakar: dan surat kesesuaian

penggunaan tanah dengan tata ruang dari instansi terkait

8. Persetujuan perubahan jenis tanaman dari instansi tekmnis
apabila terdapat perubahan jenis taraman

9. SBurat Pernyataan bermeterai yang memuat: Kesediaan
melepaskan tanali bagi kepentingan umum; Menerima hasil
pengukuran (apabila ada  perbedasn luasan); dan
kesanggupan melaksanakan tanggung jawab. sesial dan
lingkungan disertai dengan bukti pelaksanaannya

~OviT

Perpanjangan/?embahaman jangka wakta HGB/HP:
Formulir permolionan bermeterai cukup
2. Fatokepi KTP dan KK pemchon; atau Fotokopl KTP, KK dan
surat kuasa, apabila diknasakan
3. Fotokopi akta pendirian badan hukum  beserta
perubahsnnya (apabila ada perubahian), pengesahan
badan hukum/persetujuan perubalian darr pejabat yang
berwenang dan tanda daftar perusahaan
Sertifikat HGB/HP atau fotokopinya yvarg dilegalisir
Peta Bidang Tanah hasil pengukuramn ulang
Pertimbangan Tekiis Pertanahan
Surat Pernyatasn bermeterai yang memuat: Penguasaan Fisik
Tanali dan Tafali Tidek Dalam Keadaan ‘Sengketa. di atas
meterai; Menerima perubahan luas hasil pengukuran (apabila
ada perbedaan luasan); Bersedia melepaskan hak atas
tanahnya bagi pembangunan untuk kepentingan uwmum; dan
Telah dan akan tetap melaksanakan tangeung jawal sosial
dan lingkungan (Badan Hukum yang bergerak di bidang
sumber daya alam) disertai dengan hukti pelaksanaannya
8. Surat kesesuaian penggunaan tanah dengan tata ruang dari
instansi terkait
9, Persetujuan perpanjangan jangka waktu/pembabarnan Hak
Guna Bangunan dari pemegang Hak Tanggungan, apabila
dibebanl hak tanggungan dan apabila terjadi perubahan Inas

RETTEY

tanah
2. | Prosedur %) ' | a.  penerimaan dan pencatatan berkas 2 hari kerja
i permaolionan
b, peayiapan dan distribusi berkas permohonan 2 hari kerja

¢, pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan | 26 hari kerja
bahan  pendukung. pengolahan  data,
administrasi  teknis, penyiapan konsep
produk pelayanan dan nota dinas

d. verifikasi dan persetujuan konsep produk 7 hari kerja
pelayanan dan nota dinas
e. penylapan dan pemeriksaan final konsep 7 hari kerja
produk pelayanan
[.  penvelesaian produk pelayanan 13 hari kerja
g, pencatatan produlk pelaya.mm 2 hari kerja
' h. penyerahan dan pengiriman  produk 4 hari kerja
pelayanan
3, | Jangka wektu | | 63 hari kerja
pelayanan
4. | Biaya/Tarif g | =
5. | Produk pelayanan - Sx;rk;att Keputusan Perpanjangan/Pembaharuan Hak dengan jangka
waktu
6. | Penanganan ¢ | Perigaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui
pengaduan, saran damn layanan pengaduan ATR/BPN
masukan

‘I Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesalian Menteri
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KODE SP: V.C
[ZIN PERALTHAN HGU, HGB (BUMN)

1, | Persyaratan

I, Tormulir permoehonan bermeterai cukup

2. Totokopi KTP dan KK pemohon; atau Fotokopi KTP, KK dan
surat kuasa; apabila dikuasakan

3. Potokopi akta pendirian  badan hokum  beserta
perubahannya (gpabilda ada perubahan), pengesahan
adan hukum/persetijuan peribahan dari pejabat yarg
berwenang dan tanda daftar perusaliaan

4, Proposal dari calon Peneritna

5. Rekapitulasi Perolehan Tanah dan Peta Rekapitulasi
Perolehann Tanal (apabila perclelian tanahnya lebih dari 1
(satu) bidang)

6. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah;
Sertipikat hak dan Penetapan Kelas Usaha Perkebunan
(Khusus HGU)

7, Surat Keterangen mengenai kesesuaian penggunaen tamah
yang dimohon dengan RTRW sefempat; Berita Acara
Penelitian Lapang/Keterangan mengenai tanah yang dimolion
tidak terlantar; Surat Keterangan Pendaftaran Tanah: dan
Surat Keterangan Alasan Mengalilikan Hak Atas Tanah dari
Pemohon

8. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang memuat: Tidak
Sengketa darl Pemohony dan Surat Persetujuan dari Kreditur
untuk tanah yang masih dibebani Hak Tanggungan

9. Persetujuan dari Dewan Komisaris/RUPS sesuai dengan Akta
Pendirian/Akta Perubahan (Badan Hukuri)

10. Pengantar dan Risalah Pengelahan Data dari Kantor Wilayah
BPN dan/atan dari Kantor Pertanahan

2. | Prosedur ¥)

a. penerimaarn dan pencatatan berkas 2 hari kerja
permohionan
| b, penyiapan dan distribusi berkas permochonan 2 hari kerja

e. pemeriksaan, penelitian. analisa, penyiapan | 25 hari kerja
bahan  pendukung, pengelahan  data,
administrasi teknis, penyiapan konsep
produk pelayanan dan nota dinas

| d. penyiapan, pemeriksaan, verifikasi dan 2 hari kerja
persetujuan konsep produk pelaydnan dan
nota dinas
&. penyelesaian produk pelayanan @ hari kerja
f.  pencatatan produk pelayanan 2 hari kerja
| g penyerahan dan pengiriman produk 2 hari kerja
pelayanan
3, | Jangka waktu 41 hari kerja
pelayanan
4, | Biaya)/Tarif =
5, | Produk pelayanan Surat Izin Peralihan HGU/HGB
6., | Penanganan Pengaditan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui
pengaduan, saran dam lavaran pengaduan ATR/BPN
masukan

¥) ‘Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Direktur Jenderal
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KODE SP: V.D
PEMETAAN ZONA NILAT TANAH BERBASIS BIDANG SKALA 1 : 5000

1, | Persyaratan ¢ | 1. Formulir Permphonan

2. Fotokopi KTP pemolion; satdu Fotokopi KTP dan surat kuasa,
apabila dikuasakan

3. Fotokopi akta pendifian hadan linkum beserta peribahannya
(apabila ada perubaliany, pengesalian badan
hukum/persetiyjuan perubahan dar pejabat yang berwenarig

dan tanda daftar perusahaan

4. Peta Lokasi
Prosedur *) a, penerimaarn dan pencatatan berkes permohonan 2 hari kerja
b, penyiapan dan distribusi berkas permohonan 2 hari kerja
¢, pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan | luas <10.000Ha:
balian pendukung, pengolahan data, 75 bari ketja
administrasi teknis, peryiapan kousep produk | |nass10.000Ha:
pelayanan dan nota dinag 150 hari kerja
d. penylapan.  pemeriksaan.  verifikasi  dan 2 hari kerja
persetujuan kensep produk pelayanan dan nota
dinas
e. penyelesaian produk pelayanan 2 hari kerja
f. pencatatan produk pelayanan 1 hari kerja
g penyerahan dan pengiriman produk pelayanan 1 hari kerja
Jangka waktu luas «10.000 Ha : 85 hari kerja
pelayanan luas>10.000Ha : 160 hari kerja
Biaya/Taril Sesuail ketentuan PP tentang Jenis dan Taril Atas Jenis PNBP yang

berlaku pada Kementerian ATR/BPN

Produk pelayaman

Peta Zona Nilai Tanah/Peta Zona Nilai Ekonomi Kawasan

Penanganan
pengaduar,
dan masukan

saram

Pengaduan disampalkan secara lisan maupun tulisan melalui

layanan pengaduan ATR/BPN

¥) Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Direktur Teknis

KODE SP: V.E

PEMETAAN ZONA NILAI TANAH DAN ZONA NILAI EKONOMI KAWASAN

SKALA 1:10.000

Persyaratan 1. Formnulir Permnohonan
2. Fotokopi KTP pemohion; atau Fotokopi KTP dan surat kuasa,
apabila dikuasakan. ;
3. Fotokopi akta pendifian hadan Linkum beserta perubahannya
{apabila ada perubaliany, pengesahan badary
hukum/persetyjuan perubalian dar pejabat yang berwenarig
dan tanda daftar perusaliaan
4. Peta Lokasi
Prosedur *) a. penerimaan dan pencatatan berkes permohonan 2 hari kerja
b, penyigpan dan distribusi berkas permohonan 2 hari kerja
¢, pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan | luas <10.000Ha:
bahian pendukung, pengolahan data, 50 han ketja
administrasi teknis, penyiapan kousep produk |as>10.000 A
pelayanan dan nota dinag 100 hari kerja
d. penylapan.  pemeriksaan.  verifikasi dan 2 hari kerja
persetujuan kensep produk pelayvanan dan neta
dinas
e. penyelesaian produk pelayanan 2 hari kerja
f. pencatatan produk pelavanan 1 hari kerja
g penyerahan dan pengiriman produk pelayanan 1 hari kerja
Jangka waktu luas <10.000 Ha : 60 hari kerja
pelayanan luas>10.000Ha ; 110 har kerja
Biaya/Taril Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Taril Atas Jenis PNBP yang
berlaku pada Kementerian ATR/BPN
Produk pelayanan Peta Zena Nilai Tanah/Peta Zona Nilai Ekonomi Kawasan
Penanganan Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalni
pengaduan. sararn layanan pengaduan ATR/BPN
dan masukan

*) Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Direktur Teknis
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KODE SP: V.IF
PEMETAAN ZONA NILAI TANAH DAN ZONA NILAI EKONOMI KAWASAN
SKALA 1:25.000

1. | Persyaratan i | 1. Permulir Permohonan

2. Fotokepi KTP pemohon; atau Fotokepi KTP dan surat kuasa,
apabila dikuasakan.

8, Fotakopi akta pendirian badan hukim beserta perubahannya
(apabila ada perubahian), pengesahan badar
hukum/persetnjuan perubahan dari pejabat yang berwenang
dan tanda daftar perusahaan

4, Peta Lokasi

2. | Prosedur *) i | & pemerimaarn dan pencatatan berkas 2 hari kerja
permchonan
3. penyiapan dan distribusi berkas permohofian 2 hari ketja

¢, penmieriksasn, penelitian, analisa, penyiapan maszglg-opgg?=
balian pendukung, pengolahan data, o g
administrasi  teknis, penyiapan  konsep [nas>10.000Ha:
produk pelayanan dan nota dinas ] ‘90 ezl begid
d. peayiapan, pemeriksaan, veritikasi dan 2 hari kerja
persetujuan keonsep produk pelayanan dan

nota dinas
e, penyelesaian produk pelayanan 2 hari kerja
f. pencatatan produk pelayanan 1 hari kerja
g. peayerahan dan pengiriman produk 1 hari kerja
pelayanan
3. | Jangka waktu | ¢ | luas <10.000 Ha : 35 hart kerja
pelayanan luas=>10.000Ha : 60 han kerja
4, | Biaya/Tarif | Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP
yang berlaku pada Kementerian ATR/BFN
5. | Produk pelayanan 1 | Peta Zona Nilai Tanal / Peta Zona Nilan Ekenomi Kawasan
6. | Penanganan i | Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui

pengaduan, saran layanan pengaduan ATR/BPN
dan masukan

) Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Direktur Tekriis

www.peraturan.go.id
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KODE SP: V.G

NILAI TANAH ATAU NILAI ASET PROPERT]

1. | Persyaratan L. Formulir Permolionan
2. Fotekopi KTP
3. Fotokopi Pembayaran FBB tahun terakhir
4. Bukti Kepemilik_én/ Pengnasaan Bidang Tanali
5. Gambar sket bidang tanah
2. | Prosedur #) a. penerimaan dan pencatatan berkas 2 hari ketja
permohonan
b: penyiapar. dan distribusi berkas 2 hari ketja
permwhonan
| ¢. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan | L0 hari kegja
bahan  pendukung, pengolahan  data,
administrasi  teknis, penylapan korsep
produk pelayanan dan riota dinas
d. penyiapan, pemerikssan, verifikasi dan 2 hari kerja
persetijuan konsep produk pelayanan dan
nota dinas
¢. penyelesaign produk pelayanan 2 hari ketja
{. pencatatan produk pelayanan 1 hari kerja
g. penyerahan dann  pengiriman produk 1 hari kerja
pelayanan
3, | Jangka walktin 20 hari kerja
pelayarian
4, | Biaya/Tarif Sesual keterituan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP
yarig berlaky pada Kementerian ATR/BPN
5, | Produk pelayanan Laporan Nilai Properti
6, | Penanganan Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui
pengaduan, saran laysnian perigaduan ATR/BPN
dan masukan

*) Sesugi dengan Standar Pelayanan Pengesahan Direktur Tekiiis

KODE SP: V.H

ZONASI NILAI TANAH (MINIMUM 50 HEKTAR)

Persyaratan

@ R —

. Formulir Permohonan
. Fotekopr KTP
. Peta Lokasi

Prosedur *)

&

. penerimaan dan pencatatan berkas

permolionan

2 hari kerja

. penyiapan dan distribusi berkas

permelionan

‘2 hari kerja

. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyapan

bahan  pendukung, pengolahan  dafa;
administrasi  teknis, peaylapan konsep
preduk pelayanan dan nota dinas

L0 hari kerja

. penyiapan, pemeriksaan, verifikasi dan

persetujuan konsep produk pelayanan dan
nota dinas

2 hari kerja

(=8

penvelesaian produk pelayanan

s

pencatatan produk pelayanan

£

penyeraban  dan  pengiriman  produk
pelayanan

Jangka
pelayanan

walkti

20 hari kegja

Biaya/ Tarif

Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP

yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN

Produk pelayanan

Peta Zonasi Tanah

&

Penanganan
pengaduarn,
dan masukan

saran

Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui

layanan pengaduan ATR/BPN

*] Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Direktur Tekmis

www.peraturan.go.id
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KODE SP: V.I

NILATI EKONOMI KAWASAN (MINIMUM 50 HEKTAR)

2017, No.431

Persyaratan

. Formulir Permehonan
. Fotokops KTP
. Peta Lokasi

Prosedur *)

O b —

. perferimaan

dan pencatatan berkas

permohonan

2 hari kerja

b, penyiaparn

dan distribusi berkas

permohanan

2 hari kerja

. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan

bahan  pendukung, pengolahan  data,
administrasi  teknis, penyiapan konsep
produk pelayanan dan nota dinas

8 hari ketja

. penyiaparn,

pemeriksaan, verifikasi dan
persetijuan konisep produk pelayanian dan
nota dinas

2 hari kerpa

e,

penyelesaian produk pelayanan

2 hari kerja

.

pencatatan produk pelayanan

1 hari kerja

£

penyerahan  dan  pengiriman  produk

pelayanan

1 hari kerja

J&n gka
pelayanan

wakti

18 hari kerja

Biaya/ Tarif

Sesuan ketentuan PP tentang Jenis dan Taril Atas Jenis PNBP

yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN

Produk pelayvanan

Kutipan Nilai Ekonomi Kawagan

oo

Penanganan
pengaduar,
dan masukan

sarar

Pengadtian disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui

layanan perigaduan ATR/BPN

*] Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Direktur Tekuis

KODE SP: V.J

NILAI ASET KAWASAN (MINIMUM 50 HEKTAR)

Persyaratan

. Formulir Permohonan
. Fotokopi KTF
. Peta Lokasi

Prosedur *)

O | N o

. perterimaan

dan  pencatatan  berkas

permehonan

2 hari kerja

. penyiapan

dan distribusi berkas

permalicnan

2 hari ketja

. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan

bakan  pendukung, pengolahan  data,
administrasi  teknis, penyiapan konsep
produk pelayanan dan aota dinas

& hari ketja

. penyiapan,

pemeriksaan, verifikasi dan
persetujuan konsep produk pelayanan dan
natadinas

2 hari kerja

&,

penyelesaian produk pelayanan

2 hari kerja

£

pencatatan produk pelayanan

1 hari kerja

£

penyerahan dan  pengiriman
pelayanan

produk

1 hari kerja

)

Jangka
pelayarian

wakti

L8 hari kerja

Biaya/ Tarif

Sesual ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP

yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN

Produk pelavanan

Kutipan Nilai Aset Kawasan

oo

Penanganan
pengaduan,
dan mastkan

Pengadtian disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui

layaman pengaduan ATR/BPN

*] Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Direktur Tekuis

www.peraturan.go.id
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KODE SP: V.K
PENDAFTARAN PENILAI TANAH

Formulir Permehonan Lisensi Pertanahan

Surat Izin Usalra KUPP dari Menteri Kenangan dan Surat

ljin  Penilai Publik dari Menteri Keuangan dengan

klasifikasi izin Penilaian Properti

3. Potokopi KTPdan NPWP (KJPP dan perorangan)

4, Pas [oto Pimipinan KJPP 3z4 (1 lembar|

5. Potokepi akta pendirian badan hukum  beserta
perubabannya (apabila ada perubalian], pengesahan
badan hukum/persetujuan perubahan darm pejabat yang
berwenang dan tanda daftar perusahaan, jika berberntuk
Persekutuarn ) )

6. Sertfikat tenaga alili yang dimiliki dsri Asosiasi Profesi

yang diakni pemerintali

1. | Persyaratan

N —

7. Bukti keanggotaan dari Asosiasi Profesi di bidang penilaian
yang diakni pemerintal
8. Profil KJPP dan CV perorangan

2. | Prosedur *) a.  penerimaan dan  pencatatan  berkas 2 hari kerja

permaohonan
b, penyiapar dani distribusi berkas 2 hari ketja

permohonan
¢, pemeriksaan, penelitian, analisa, 5 hari kerja

penyiapan bahan pendukung, pengelahan

data, administrasi teknmis, penyiapan
I konsep produk pelavanan dan nota dinas
d. penyigapan, pemeriksaan, verilikasi dan 4 hari kerja

persetnjuan konsep produk pelayanan dan

nota dinas
e, penyelesaian produk pelayarian 4 hari kerja
f.  pencatatan produk pelayanan 2 hari kegja
g penyerahan dan pengiriman  produk 2 hari kerja
pelayanan
3. | Jangka waktu | ¢ | 21 hari kerja
pelayanan
4. | Biaya/Tarif ¢ | Sesuai ketentuan PP tenitang Jenis dan Taril” Atas Jenis PNBP
vang berlaku pada Kementerian ATR/BPN
5. | Produk pelayanan i | Surat Keputusan Lisensi Penilai Pertanalhian
6. | Penanganan i | Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui
pengaduan; sarart layanan pengaduan ATR/BPN

dan masukan

¥) Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Direktur Jenderal

www.peraturan.go.id
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KODE SP: VLA

REKOMENDASI PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN RUANG
DALAM RTR KSN (PEMERINTAH DAERAH)

2017, No.431

1. | Persyaratan Surat Permohonan dari Kepala Dinas yang membidangt
penataan ruang, dengan melampirkan:
a. keterangan diri pemchon
b, jenis izin yang dimolicnkan
¢, keterangan kesesuaian lokasi dengan RTRW  Pravinsi
dan/atau Kabupaten/Kota
d. keterangan lokasi dan lingkup bentuk pemanfaatan ruang
vang dimintakan izin
e, tujuan permohonan rekomendasi izin pemanfaatan ruang
f. bukti dokumen kelengkapan perizinan yang sudah dimilik
2. | Prosedur *) a. penerimaan  dan  pencataten berkas 2 hari kerja
permehonan.
b, penyiapan dan distribnisi berkas 2 hari kerja
permalionan
e. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan | [0 hari ketja
bahan  pendukung, pengelahan data,
admiinistrasi teknis, penyiapan konsep
produk pelayanan dan nota dinas
d. verifikasi dan persetuyjuan kensep produk 7 hari kerja
pelayanan dan nota dinas
¢, penyiapan dan pemeriksaan final konsep 7 hari kerja
produk pelayanan
f. penyelesaian produk pelayanan L3 hari kerja
g. pencatatan produk pelayanan 2 hari kerja
L. penyeralign  dan  péngiriman  produk 4 hari ketja
pelayanan
3. | Jangka waktul 45 hari kerja
pelayanan Catatan:
Jangka waktu tersebut belum termasuk rapat koordinasi
dengan  Kementerian/Lembaga  terkait dan kunjungan
lapangan; apabila diperlukan
4. | Biaya/Tarif -
5. | Produk pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Pemberian Izin Pemanfaatan
Ruang dalam RTR KSN
6. | Penanganan Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui
pengaduan, saran layanan pengaduan ATR/BPN

| dan masukan

¥ Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahian Menteri

www.peraturan.go.id
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KODE SP: VILA. 1
PEMBATALAN HAK ATAS TANAIT KARENA CACAT HUKUM ADMINISTRASI/
KESALAHAN PROSEDUR

1. | Persyaratan v | 1. Permochonan pembatalan dari Pemohon

2, Potokopi KTF dan Ki pemohlon, atau Fotokopi KTP, KK
dan surat kuasa, apabila dikuasakan

3. Dasar/alasan permoelionan pembatalan karena cacat
administrasi/salall prosedur

4. Laperan penyelesaian sengketa dari Kepala Kantoer
Pertanalian dan/atau Kepala Kantor Wilayah BPN

5. Berita Acara pelaksanaan paparan/gelar kasus

6. Potokopi Surat Keputusan Hak Atas Tanali; buku tanali
dan warkal tanah yang akan dibatalkan

7  Pengaritar dari Kepala Karntor Wilayah BPN atau Kepala
Kantor Pertanahan

2. | Prosedur *) v | a  penerimaan dan pencatatan  berkas 1 hari ketja
permohonan
b.  penyiapan dan distribusi berkas 2 hari kerja
permohonan
& pemeriksaan, penelitian, analisa, 27 hari kerja
penyisapan balian pendukung,

pengolalian  data, administrasi teknis,
penyiapan konsep produk pelayanan dan

neta dinas
d. verifikasi dan persetujuan kensep produk 3 hari kerja
pelayanan dan nota dinasg
e, penylapan dan pemeiiksaan final konsep 7 hati ketja
produk pelayanan
f. penyelesaian produk pelayanan L3 hari kerja
g, pencatatan produk pelayanan 1 hari kerja
h. penyerahan dan pengiriman produk 1 hari kerja
pelayanan
3. | Jangka waktu | & | 55 hari kerja
pelayanan
4. | Biaya/Tarif v=
5. | Praduk pelayanan . | Surat Keputugan Meriteri ATR/Kepala BPN
6. | Penanganan ¢ | Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui
pengaduan, saran layanan pengaduan ATR/BPN

dan masukan

9 Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Meriteri

www.peraturan.go.id
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KODE SP: VILA,2
PEMBATALAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN PENGADILAN
YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP

1, | Persyaratan ¢ | 1, Permohonan pembatalan dari Pemohon

2. Potokopi KTF dan KK pemohon, -atau Fotokopi KTP, KK
dan surat kuasa, apabila diknasakan ‘

3. Fotokepi putusan Pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap; dan Berita Acara pelaksanaan
eksekusi (legalisin)

4, Surat Keterangan penguasaan fisik tanah dari Kepala
Desa/Lurah

5. Laporan penyelesaian sengketa dari Kepala Kantor
Pertanahan dan/atau Kepala Kantor Wilayah BPN

6. Berita Acara pelaksanaan paparan /gelar kasus

7. Fotokopi Surat Kepufiisan Hak Afas Tanali, buku tanah
dan warkalt tanali yang akan dibatallan

8, Pengantar dari Kepala Kantor Wilayah BPN atau Kepala
Kantor Pertanahan

2. | Prosedur *) i | a.  penerimaan dan pencatatan berkas 1 hari kerja
permohonan
b.  penyiapan dan distrilusi berkas 2 hari kerja
permchonan
¢, pemeriksaan, penelitian, analisa,, 27 hari kerja
penyiapan bahan pendukung,

pengolahan data, administrasi teknls,
penyiapan kensep produk pelayanan dan:

nota dinas
. verifikasi dan persetujuan kensep produk 3 hari kerja
pelayanan dan neta dinag
&, penyispan dan pemeriksaan linal konsep 7 hari kerja
produk pelayansan
f.  penyelesaian produk pelayanan [3 hari kerja
g, penecatatan produk pelayanan 1 hari kerja
h. penyerahan dan pengriman produk 1 hari ketja
pelayanan
3, | Jangka waktu | | 85 hari ketja
pelayanan
4. | Biaya/Tarif vl -
5. | Produk pelayanan ;| Surat Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN
6. | Penanganan i | Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui
pengaduan, saran layanan peaigaduan ATR/BPN
| dan masukan |

9 Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Menteri
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KODE SP: VILB
PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TANAH TERLANTAR

1. | Persyaratan ¢ | 1 Permchonan pembatalan dari Pemohon
2, FPRotokopi KTP dan KK pemolion, atan Fotokeopi KTP, KK
dar surat kuasa, apabila dikiiasakan
3 Fotokopi akta pendirian  badarn hukum  beserta
perubahannya (apabila ada perubahan), pengesahan
badan hukum/persetujuan perubahan dari pejabat yang
berwenarig dan tanda daftar perusahaan
4. Fotokepi putusan Pengadilan yang telalh mempunyai
kekuatan hukum tetap (legalisir)
5. FPotekopi Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN tentang
Tanah Terlantar
6. Potokopi Sertipikat Hak Atas Tanah; dan Kepulusan
Pemberian Hak Atas Tanal
7 Dgkumen pengusulan menjadi tanah terlantar yang
diajukan oleh Kepala Kantor Wilayalhh BPN kepada Menteri
ATR/Kepala BPN
2. | Prosedur *) v | a  penerimaan dan pencatatan  berkas 1 hari ketja
permohonan
b. penyiapan dan distribusi berkas 2 hari kerja
permohonan
¢ pemeriksaan, penelitian, analisa, 27 harti ketja
penyvispan balian pendukung,
penigolalian  data, administrasi teknis,
penyiapan konsep produk pelayanan dan
nota dinas
d. verifikasi dan persetujuan kensep produk 3 hari kerja
pelayanan dan neta dinas
e, penyiapan dan pemeriksaan tinal konsep 7 hari kerja
produk pelayanan
f.  penyelesaian produk pelayanan 13 hari kerja
g. pencatatan produk pelayanan 1 hari kerja
h. penyerahan dan pengiriman produk 1 hari kerja
pelayanan
3. | Jangka waktu | @ | §5 hari kerja
pelayanan
4. | Biava/Tarif v -
S. | Preduk pelayanan ;| Surat Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN
6. | Penanganan ¢ | Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui
pengadiian, saran layanan pengadusn ATR/BPN
dan magsukan

) Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Menteri
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KODE SP: VILC

GELAR/PAPARAN KASUS
1. | Persyaratan 1 Surat perinohicnan/pengaduan
2, Bukti kepemilikan/dasar pengaduan
3 [dentitas Pemohion /Pengadii
4 Fotokopi identitas Perterima Ruasa dan Surat Kuasa jika

dikuasakan

dan masukan

5. Hasil kajian kasus dari Kantor Pertanahan dan/atau
Kantor Wilayah BPN
6. Hasil kajian kasus dari Direktur yang diajukan kepada
Direktur Jenderal
7. Laporan hasil pengumpulan balian dan keterangan (data
fisik dan data yuridis)
8. Laporan/Berita Acara penelitian lapangan
2. | Prosedur *) 4, penerimaan  dan  pencatatan  berkas 1 hari ketja
permohonan
b, penyiapan dan distribusi berkas 2 hari ketja
permohonan
¢ pemeriksaan; penelitian, analisa, 22 hari kerja
penyiapan bahan pendukung,
pengolahan  data; administrasi tekns,
penyiapan konsep produk pelayanan dan
fota dinas
d. penyiapan, pemeriksaan, verifikasi dan 3 hari kerja
persetujuan konsep produk pelayvanan
dan nota dinas ‘
e. penyelesaian produk pelayanan 5 hari kerja
[.  pencatatan produk pelavanan 1 hari kerja
g. penyerahan dan pengriman produk 1 hari kerja
pelayanan
3. | Jangka waktu 35 hari kerja
pelayanan
4. | Biaya/Taril -
5. | Praduk pelayarian Berita Acara Hasil Gelar/Paparan
6. | Penanganan Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui
pengaduan, sararn layanan pengaduan ATR/BPN

*) Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Direktur Jenderal

www.peraturan.go.id
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KODE SP: VILD. 1

PENANGANAN PENYELESATAN SENGKETA DAN KONFLIK TANAH DAN RUANG

1. | Persyaratan 1 Surat pengaduan
2, Dasarjalasan pengadtian
3  Gambar lokasi/skets tanah yang dipermasalalikan
4 Bukti kepemilikai
S. [dentitas Pemolion /Pengadu
6. Potokopi identitas Penerima Kuasa dan Surat Kuasa jika
dikuasakan
7. Hasil pengumpulan data dan hasil analisis Kepala Kantor
Pertanahan
2. | Prosedur #) a. penerimaan dan  pencatatan  berkas 1 hari kerja
permohonan
b, penyiapan dan  distribusi herkas 2 hari kerja
permohonan
e, pemeriksaan, penelitian, analisa, 27 hari kerja
penyiapan balian pendukung,
pengolahian  data, administrasi teknis,
penyiapan kensep produk pelayanan dan
nota dinas
d werifikasi dan persentyjuan Konsep prodok 3 hati ketja
pelayanan dan nota dinag
e. penylapan dan pemeriksaan final konsep 7 hari ketja
produk pelayanan
[. penyelesaian produk pelayanan 13 hari keria
g, pencatatan produk pelavanan 1 hari kerja
h, penyerahan dan pengriman produk 1 har kerja
pelayanan
3. | Jangka walktu 55 hari kerja
pelayanasn
4. | Biaya/Taril -
5. | Praduk pelayarnan 1. Surat Keputusan Pembatalan dari Menteri ATR/Kepala
BPN
2,  Surat Pemberitahuan
6. | Penanganan Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui
pengaduan, sarar layanan pengaduan ATR/BPN
| dan masikan }

*) Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Metiter
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KODE SP: VII.D.2

PENANGANAN PERKARA TANAH DAN RUANG (PENERBITAN SURAT KUASA)

1. | Persyaratan Surat gugatan
2, | Prosedur #) a.  penerimaan dan pencatatan surat gugatan 2 hari kerja
b.  penyiapan dan distribusi surat gugaten 2 hari kerja
©.  pengumpulan data. pemeriksaar; 7 hari kerja
penelitian;, analisa, kajian hkun,
penyiapan bahan pendukung, pengplahan
data, administrasi teknis, penyapan
konsep produk pelayanan dan nota dinas
d. verifikasi dan persetujuan konsep produk 1 hari kerja
pelayanan dan nota dinas
e, penyiapan dan pemeriksaan final konsep 3 hari kerja
produk pelayanan
[.  penyelesaian produk pelayvanan 5 hari kerja
¢. pencatatan produk pelayanan 1 hari kerja
b, penyerahan dan pengiriman  produk I hari ketja
pelayanan
3. | Jangka waktu 20 hari kerja
pelayanan
4. | Biaya/Tarif -
5. | Produk pelayanan Surat Kuasa
6. | Penanganan Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui
pengacduan, saran layanan pengaduan: ATR/BPN

dan masukan

*) Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Menteri

KODE SP: VILD.3

PENANGANAN PERKARA TANAH DAN RUANG (BERACARA DI PENGADILAN)

dan masukan

1. | Persyaratan Surat gugatan; dan Surat Tugas/Surat Kuasa
2. | Prosedur #) a. pendattaran di pengadilan 1 hari kerja
b. persiapan perkara atau pemeriksaan mengikuti
persiapan (TUN); Mediagi khusus perdata | jadwal dari
oleh hakim mediasi pengadilan
¢, pengumpulan data, pemeriksaarn, 14 hari kenja
penelitian,  analisa, kajian hukuamn,
penyiapan bahan pendikung, pengolahan
data, administrasi teknis, penyiapan dan
penyusunan serta penyerahan jawaban
d:  penyusunan dan penyerahan duplik 7 hari kerja
e,  pembuktian dan Saksi para pihak (bokti | mengikuti
tertulis, saksi ahli, saksi fakta) Jjadwal dari
f.  penyusunan dan penyerahan kesimpulan pengadilan
g, keputusan
b, upaya hukum (banding, kasgasi,
peninjavan kembali)
3. | Jangka waktu 22 hari kerja.
pelayanarn Catatan,
Jangka waktu tersebut belum termasuk jangka waktu yang
ditentukan aleh pengadilan
4. | Biaya/Tarif -
S. | Produk pelayanan Jawaban, Duplik, Kesimpulan, Keputusan, Memary Banding,
Kasasi; Peninjanan Kembali.
6, | Penanganan Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui
penigaduan, saran layanan pengaduan ATR/BPN

*) Sesuai dengan Standar Pelayanan Perkara di Pengadilan dan Hukum Acara
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KODE SP: VILE
MEDIAST KASUS PERTANAHAN

1. | Persyaratan L. Surat permchonan untuk dilakukan Mediasi
2. Buktl kepemilikan tanah sebagai dasar untok dilakukean
Mediasi
3. Potokopi KTP pemcohon; atau Fatokopi KTP dan surat kiass,
apabila dikuasakan;
4. Surat Pernyataan bersedia untuk di mediasi dan menerima
persyaratan Mediasi
5. Hasil kajian kasus dari Kantor Pertanahan dan/atau Kantor
Wilayah BPN yang menjadi obyek Mediasi; dan Hasil kajian
kasus dari Direktur yang diajukan kepada Direktur Jenderal
untuk melaksanakan Mediasi
6. Laporan/Berita Aecara penelitian lapangan atas obyek
Mediasi
7. Surat Tugas Pejabat/Pegawal Kementerian ATR/BPN yang
dkan melakukan Mediasi
2, | Prosecur) a, penerimaan dan  pencatatan  berkas 2 hari kerja
permolionan
b penyiapan dan distribust berkas 2 hari kerja
permebionan
¢. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan | 50 hari kerja
bahan  pendukung, pengolahan  data,
administrasi teknis, penyiapan korsep
produk pelayanan dan nota dinas
d. penyiapan, pemeriksaan, verifikasi dan 4 hari ketja
persetujuan konsep produk pelayanan dan
nota dinas
e, penyelesaian produk pelayanan 4 hari kerja
f. pefncatatan produk pelayanan 2 hati ketja
g. penyerahan dan pengiriman produk 2 hari kerja
pelayanan
3. | Jangka walktu 66 hari kerja
pelayanan
4. | Biaya/Taril -
5. | Produk pelayanan 1, Perjanjian perdamaian hasil mediasi
2, Surat pemberitahuan kepada para piliak
6. | Penanganan i | Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui
pengaduan, sarar layanan pengaduan: ATR/BPN
| dan masukart |
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LAMPIRAN TIT

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PELAYANAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BAGAN ALIR STANDAR PELAYANAN PENGESAHAN MENTERI

DIREKTORAT JENDERAL
Tata
Pemohion/
KANTO Persuratan Kepala Biro Umum dan Tata GHRAAR
- {Biro Umum & Subbagian Tata Usaha SEKRETARIS Usaha Pimpinan
WILAYAH BPN Unit Teknis DIREKTUR
‘TUPP) dan Rumah Tangga (DIREKTORAT) DIREKTUR JENDERAL
(SETDITJEN) JENDERAL

2 3 41 42

% s .
l’er_:enman Penyiapan & Proses Verifikasi dan Penyiapan dan Q Proses
& Pencatatan 1 distribust B B Venfikesi [ i

‘Parsotlus
Dolumen Dokumen Pengolahan ersetujuan il

Proses
Administrasi

Proses
Pencatatan
Peoduk

Penyerahan
Produk

LAMPIRAN TV

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PELAYANAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BAGAN ALIR STANDAR PELAYANAN PENGESAHAN DIREKTUR JENDERAL

DIREKTORAT JENDERAL

Pemohion/ Subbagian Tata

ot ki SERRETARIS DIREKTUR TS
KANTOR o Subbagian Tata Usaha JENDERAL

WILAYAH BPN (TUPP) dan Rumah Tangga T T, DIREKTUR
(DIREKTORAT)
(SETDITJEN)
( 2 3 @
Penerimaan Pengiapan & Proses Verifikasi dan Verifikasi dan Proses
—* &Pencatatan 11 distribust —r Hengelatian Persetujuan Proses i
Dokumen Dokumen: B 'l 'l Administrasi B’

) .

Penyerahan Proses
Rl Produk [ P
Produk
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LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PELAYANAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BAGAN ALIR STANDAR PELAYANAN PENGESAHAN DIREKTUR

Subbagian Subbagian Tata
o Tata Usaha dan Rumeh | SUWbAEien Tata Unit Teknis TS - S
WILAYAR ppy | Persuratan Tangga O
(TUPP)
1 21 22 = 44 41 @
ﬂ . P:'ﬂmm Penyiapan & Penyiapan & Preses Verifikasi dan
— ncatatar: diswibusi 1 diswibusi T Verifkasi )
Dokumen Dokumen Dokaumer: Pengolahan 'I Reryleaatin

Teknis |
6
Proses

‘enyerahan
- Produk F
Produk

LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PELAYANAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BAGAN ALIR STANDAR PELAYANAN PENGESAHAN KEPALA SUBDIREKTORAT

' Tata Subbagian Tata
KANTOR Tata Usaha dan Rumah Usaha Vuit Talkndy KEPALA SEEST KEPALA SUBDIREKTORAT DIREETUR
WILAYAH BpN |  Persuratan Tangge (DIREKTORAT) P

21 22 3.1

ﬂ_ &P Penyiapan & Penyiapan & Proses
e distribusi I diswribusi T4
Dokumen Dokumen Dokumien: Pengolahan —| VI

Teknis I
6
‘enyerahan Proses
i Produk

Produk
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LAMPIRAN VIT

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PELAYANAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BAGAN ALIR STANDAR PELAYANAN PENYEDIAAN INFORMAST

Subbagian Tata Usaha Unit Teknis
Remslion (DIREKTORAT) (SUBDIREKTORAT) KXCALL MIDURIREOR AT
1 21
Penerimaan dan
— Pengatatan Pengolahan Data g
Dokumen l |
Penyerahan

ﬂ > -

Produk |~

LAMPIRAN VIII

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PELAYANAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BAGAN ALIR STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN UJIAN SURVEYOR BERLISENSI DAN PPAT

SEKRETARIAT PENERIMAAN KETUA
Pemohon 1M PENYELENGGARA UJIAN TIM PENYELENGGARA UJIAN T PR ELENQOARA T
Penerimaan dan Pemeriksaan Verifikasi dan .
ﬂ = Pencatatan Dokumen dan [—> Persetujuan Proses Penyelesalan
Dokumen | Pengolahan Data
Pengumuman

Tulus
Administrasi

F Produk |~
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LAMPIRAN IX

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PELAYANAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BAGAN ALIR STANDAR PELAYANAN PELAKSANAAN UJIAN SURVEYOR BERLISENSI DAN PPAT

SEKRETARIAT KETUA
RN TIM PENYELENGGARA UJIAN Gl TIERENTRENGOARA TIAR
3 4 s
Pembayaran PNBP Ujian Pemeriksaan Hasfl Verifikasi dan
Pemohon = Ujian dan Pengolahan Persetujuan Proses Penyel
’l Data
Lulus Ujian Produk I J
Penyerahan
Produl
LAMPIRAN X

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PELAYANAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BAGAN ALIR STANDAR PELAYANAN PENGANGKATAN SURVEYOR BERLISENSI DAN PPAT

Subbagian Tata Usaha SEKRETARIAT KETUA
PEMOHON dan Rumah Tangga TIM PENYELENGGARA TIM PENYELENGGARA WEEALA '%’;gm L PENGESAHAN
(SETDITJEN) UJIAN
| @ .
gol Verifikasi dan Penyiapan dan Proses_
Data —l Persetujuan Pemeriksaan Final ’l Penyelesaian

Pencatatan l

Produlc
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LAMPIRAN XI

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PELAYANAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BAGAN ALIR STANDAR PELAYANAN PERKARA DI PENGADILAN DAN HUKUM ACARA

PENGADILAN UNIT TEENIS KUASA

Pendaftaran : Pemeriksaan Pengolahan : Penyerahan
Persiapan; Mediasi Data I Duplik

Upaya Hukum

j S

Lampiran I sampai dengan Lampiran XI merupakan bagian tidak terpisahkan dan satu kesatuan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd
SOFYAN A.DJALIL
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